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LKjIP Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Kelas I A Khusus Tahun 2018. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2018 disusun dimaksudkan untuk memberikan 

informasi serta menjadi bentuk pelaporan mengenai pencapaian kinerja 

(,performant resuit) pada tahun 2018. Pengukuran kinerja dalam laporan ini

melihat kepada persentase perbandingan antara target dan realisasi masing-

masing indikator kinerja input (masukan) dan output(keluaran), dan outcome

(hasil) yang menjadi suatu bentuk capaian kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang dilakukan Pengadilan Negeri

Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana

tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja tahun 2018, sebagai bahan

pertimbangan dalam penyusunan rencana dan penetapan kinerja tahun

berikutnya serta bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam

perumusan kebijakan umum peradilan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyusun LKjIP

ini. Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan peradilan

yang agung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Jakarta, f y Januari 2019 
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Rencana Strategis (Renstra) 

2015-2019 telah menetapkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat Yang Agung". Visi tersebut merupakan derivasi dari visi 

Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga 

Peradilan Tahun 2010-2035, yakni "Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung".

Penetapan visi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut lahir dari 

sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan 

yang agung adalah dengan cara membersihkan seluruh aparatur pengadilan 

dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia

peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk 

campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam 

menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab 

utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih

dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal 

dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses 

peradilan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good public governance) 

menuju GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE atau dalam saduran 

bahasa Indonesia berarti bermakna tata kepemerintahan yang baik atau 

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo);

Martabat badan peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari 

performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya. Penampilan 

pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat 

penting untuk menambah kewibawaan pengadilan, demikian pula produk 

pengadilan, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi

rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian
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hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya

manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat

menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan 

strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap 

badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, 

terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama 

yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk 

dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan 

yang secara khusus untuk lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yakni :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdiri dari

kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana 

dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak diuraikan secara rinci, 

kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan 

penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk 

menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan 

dilaporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan 

anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa anggapan tersebut 

kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 

memliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung

jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal
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birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas 

spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan 

masyarakat keseluruhan.

Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana 

harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah

mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh 

rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan,

Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga termasuk kedalam 7 (tujuh) 

Pengadilan yang didaulat sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi Mahkamah 

Agung RI yang mewujudkan badan peradilan sebagai lembaga Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain 

itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat termasuk kedalam 32 Pengadilan Negeri 

yang ditunjuk sebagai Pilot Project Pengembangan Sistem Pendaftaran 

perkara berbasis teknologi Informasi sesuai dengan Surat Keputusan 

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan

Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung serta memiliki rasa 

keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen 

melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang 

dalam Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

memiliki peran yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop Gratifikasi, Stop mafia Peradilan, 

dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi 

bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati Hukum yang hadir untuk 

menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan.

Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai



spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak 

terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara NO.239/IX/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat dievaluasi melalui Indikator Kinerja masukan (input), keluar 

{output), dan hasil (outcomes) dengan mengkomparasikan antara target 

dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja sasaran dan kegiatan pada 

tahun 2018. Dan evaluasi yang telah dilakukan, hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa persentase pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat secara keseluruhan pada tahun 2018 memiliki nilai rata-rata sebesar 

557,23% dan Nilai capaian tersebut sangat melampui batas sehingga nantinya 

diperlukan penetapan ulang terhadap target.

Adapun dan aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang 

tercantum dalam DIPA tahun 2018 sebesar:

1. DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 

23.554.837.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh 

empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

2. DIPA 03 ( Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI) 

sebesar Rp. 670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima 

puluh ribu rupiah)

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

A. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran 

sebesar Rp. 20.055.980.000,- (dua puluh m ilyar Uma puluh lima juta  

Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Realisasi Anggaran 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:
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Tunjangan 
Suami/Istri PNS

4 Belanja
Tunjangan Anak 
PNS

114.879.000 114.872.760 6.240 99,99 %

5 Belanja
Tunjangan
Struktural PNS

'

58.680.000 58.675.000 5.000 99,99 %

6 Belanja 
Tunjangan 
Funqsional PNS

■ “ — — — — — — — — — — — — — — — — —

10.084.640.000 10.084.640.000 0 100 %

7 Belanja
Tunjangan PPH 
PNS

1.563.315.000 1.563.311.390 3.610 99,99 %

8 Belanja 
Tunjangan 
Beras PNS

277.010.000 277.006.500 3.500 99,99 %

9 Belanja Uang 
Makan PNS

1.055.776.000 963.767.779 92.008.221 91,29 %

10 Belanja
Tunjangan 
Umum PNS

35.100.000 35.100.000 0 100 %

jumlah 2 0 . 0 5 5 . 9 8 0 . 0 0 0 1 9 . 9 6 3 . 9 4 1 . 7 7 7 9 2 . 0 3 8 . 2 2 3 9 9 , 5 4  %

B. Untuk Belanja Non Operasional Perkantoran mendapat anggaran 

sebesar Rp.44.278.000,- (empat puluh empat ju ta dua ratus tujuh puluh 

delapan ribu rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional

Perkantoran sebagai berikut:

no jenis belanja Pagu Realisasi sisa persentase
i Belanja bahan 8.158.000 8.032.225 125.775 98,46 %
2 Belanja Perjalanan 

Dinas dalam Kota 19.800.000 19.800.000 0 100,00 %

3 Belanja perjalanan 
dinas paket meeting 
dalam kota

14.000.000 13.800.000 200.000 98,57 %

4 Belanja perjalanan
dinas paket meeting 
luar kota

2.320.000 2.320.000

4 3 . 9 5 2 . 2 2 l T

0

3 2 5 . 7 7 5 ~

100,00 %

jumlah 4 4 . 2 7 8 . 0 0 0 9 9 , 2 6
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C. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

mendapat anggaran sebesar Rp. 3.267.079.000,- (tiga m iiyar dua ratus 

enam puluh tujuh ju ta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Realisasi 

Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

sebagai berikut:

no jenis belanja Pag u realisasi sisa persentase

i Belanja Biaya 
Pemeliharaan Gedung 
dan Bangunan

371.237.000 371.159.008 77.992 99,98 %

2 Belanja Biaya
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin

546.940.000 545.247.372 1.692.628 99,69 %

3 Belanja Keperluan 
Perkantoran

1.136.142.000 1.130.209.200 5.932.800 99,48 %

4 Belanja Langganan 
Listrik

906.000.000 905.096.416 903.584 99,90 %

5 Belanja Langganan 
Telepon

19.800.000 19.469.801 330.199 98,33 %

6 Belanja pengiriman 
surat dinas pos pusat

9.600.000 9.595.000 5.000 99,95 %

7 Honor Operasional 
Satuan Kerja

64.560.000 63.060.000 1.500.000 97,68 %

8 Belanja Barang untuk 
Persediaan Barang
Konsumsi

212.800.000 212.787.355 12.645 99,99%

jumlah 3.267.079.000 3.256.624.152 10.454.848 99,68 %

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mendapat anggaran sebesar 

Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh ju ta lima ratus ribu rupiah). 

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai 

berikut:

- Pengolah Data dan Komunikasi

no jenis belanja Pag u realisasi sisa persentase

i Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin

187.500.000 186.470.000 1.030.000 99,45 %

jumlah 187.500.000 186.470.000 1,030.000 99,45 %
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Dari Program-pragram tersebut berikut rekap Realisasi Nomor DIPA : 

005.01.2.097488 Badan Urusan Administrasi :

jenis belanja Pagu Realisasi sisa persentase

1 Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan Pegawai

20.055.980.000 19.963.941.777 92.038.223 99,54 %

2 Belanja Non
Operasional
Perkantoran

44.278.000 43.952.225 325.775 99,26 %

3 Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran

3.267.079.000 3.256.624.152 10.454.848 99,68 %

4 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana

187.500.000 186.470.000 1.030.000 99,45 %

JUMLAH 23.554.837.000 23.450.988.154 103.848.846 99,56 %

III, Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor Dipa

005.03.2.099064 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat

Pagu Definitif sebesar Rp.670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta  

Uma puluh ribu rupiah) Anggaran Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum Sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

No jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

T ~ belanja jasa konsultan 72.000.000 72.000.000 0 100%

jumlah 72.000.000 72.000.000 0 100%

Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan

banding yang tepat waktu

no

1
jenis belanja

Belania Penqiriman surat

pagu

1.120.000

realisasi sisa

1.120.000 0

3

persentase

Belania Bahan 285.980.000 285.879.875
Beia n ja Bä ra n g
Persediaan
Konsumsi

Barang

4 Belanja Perjalanan Dinas 
dalam kota

iumlah

282.800.000 282.777.185 22.815

23.800.000

593.700.000

23.800.000

593.677.060

0

22.940

100,00 %

99.97 %

99,99 %

100,00 %

99,99 %
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- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya

perkara di wilayah DKI Jakarta

no jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

i Belanja Bahan 800.000 480.000 320.000 60 %

2
Belanja Barang Untuk 
Persediaan Barang 
Konsumsi

400.000 240.000 160.000 60 %

3 Belanja Jasa Profesi 750.000 0 750.000 0%
4 Belanja Perjalanan biasa 1.600.000 960.000 640.000 60%

5
Belanja barang non 
operasional lainnya

800.000 0 800.000 0%

jumlah 4.350.000 1.680.000 2.670.000 38,62 %

IV. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2018

no dipa Pagu realisasi persentase

i DIPA 005.01.2.097488 

BUA

23.554.837.000 23.450.988.154 99,56 %

2 DIPA 005.03.2.099064 

BADILUM

670.050.000 667.357.060 99,60 %
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Pencapaian Kinerja Masing -  Masing Sasaran Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabei

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

100%
100% 95,14%

100%
95,14% 
100%

b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

50%
80% 122,54%

95,49%
245,08%
119,36%

c. Persentase penurunan sisa
perkara:
- Perdata
- Pidana

80%
80% -18,84%

31,67%
-23,55%
252,57%

d. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum : 
Perdata
• Banding
• Kasasi
• PK 
Pidana
• Banding
• Kasasi
• PK

75%
30%
70%

85%
30%
80%

9%

111,47%
25,61%

125,81%

111,87%
92%

88,23%

148,62%
85,37%
125,2%

131,62%
306,67%
110,29%

e. Persentase Perkara Pidana Anak 
yang Diselesaikan dengan 
Diversi

0% 0%

f. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan

80% 77,08% 96,35%



SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh para pihak Tepat 
Waktu

85%
72,19% 84,93%

b. Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui Mediasi

15% 10% 66,67%

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan Banding, Kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat waktu

Perdata
Pidana

100%
100%

62,15%
72,33%

62,15%
72,33%

d. Persentase Perkara yang
menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah 
putus (tipikor)

0 0 0

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA

I

TARGET

—

REALISASI

—

CAPAIAN

a. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan

100%

1%

100%

0

100%

0

c. Persentase Pencari Keadilan 100% 100% 100%
Golongan
Mendapat

Tertentu yang
Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)
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______________________SASARAN STARTEGIS 4_______________________
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

H

30% 122,22% 407,41%

.

Pencapaian hasil sasaran diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 

tahun 2018 memiliki rata-rata capaian kinerja 514,99% dan Nilai capaian 

tersebut sangat melampui batas sehingga nantinya diperlukan penetapan 

ulang terhadap target.

Dengan telah tercapainya rata-rata capaian kinerja sebesar 514,99% 

akan lebih memotivasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meningkatkan 

kinerjanya guna memberikan konstribusi terhadap program pelayanan hukum 

secara nasional dengan harapan dapat tercipta supremasi hukum. Disamping 

keberhasilan pencapaian kinerja diatas tetap dirasa ada hambatan dan 

kendala yang dihadapi akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah 

mengambil langkah-langkah untuk mengatasi segala hambatan dan kendala 

tersebut agar program kerja yang telah ditetapkan terlaksana sesuai harapan.

Sebagaimana realisasi dari hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat telah menerapkan Sistem Menejemen Mutu dari Akreditasi Penjaminan 

Mutu Badan Peradilan Umum didalam melayani para pencari keadilan guna 

memenuhi rasa keadilan yang akuntable dan berwibawa sesuai dengan visi 

dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat , serta pelayanan peradilan yang 

taat asas dan sesuai Reformasi Birokrasi;

LKjIP Halaman 11



A. LATAR BELAKANG

BABI
PENDAHULUAN

Lembaga peradilan saat ini dituntut untuk turut serta mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di masyarakat 

terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk cenderung semakin kritis dan 

komplek dalam berfikir terutama dalam membela atas kepentingan hak-hak 

alas serta hajat hidupnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat sangat menyadari bahwa 

perubahan, penyesuaian serta pembaruan peradilan yang sedang dan akan 

terus dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk 

mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

Kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan 

maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) 

penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan 

memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas 

prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, 

serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan 

tuntutan managemen modern dalam horizon keterbukaan informasi 

(,transparancy), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat dalam menjawab tantangan perubahan ke arah yang lebih baik 

adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. 

XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN 

dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) jo. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 sebagai bentuk pertanggung
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jawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2018

dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Jakarta Barat

pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat

berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya 

dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun 

eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah merumuskan langkah-langkah strategis 

berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih 

sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 

tahun 2004 Undang-undang Nomor: 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 

2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 49 

Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang 

memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan 

perdata.

Di samping tugas dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicialpower), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (vide. Pasal 50 Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 1986).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan

nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila
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diminta, (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 

sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan 

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor 

KMA/080/VI11/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.didaerah 

hukumnya, (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 

Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan, yan

dipandang perlu, (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor 

2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 

2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor 

KMA/080/VI11/2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, 

keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor : 

145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007)

6. Fungsi Lainnya:

• Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor 1-144/KMAISKII/2011, tanggal 5 Januari 2011 

tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.
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C. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

I
L

KETUA
SUGIYANTO, SH

WAKIL KETUA 
ERWIN DJONG, SH.,MH.

P ANHUD PERDATA

^  SUHMDMM, SH, MH.

K e t e r a n g a n  :
: GARIS KOORDINASI

h z ñ
PANITERA

TAVIP DWIYATHKO, SH, MH,

IMWÀÏÏ SBUOT, SH, KH
I.
i JARA LUNBAN RAJA, SĤH,

GARIS TANGGUNGJAWAB

c e a »  B f t  TATA U S A W B W

YUSTISIA AKAS, SE. MH.

KELOMPOK JABATAN FUNGSJONAL

1 F u n g s m a l A r s p a r i s  
2.  F u n g s c n a i  P u s t a t a e a n  
3 F i r g s i o n a t  P r a n a t a  C o r c p u t e r  
■i F u n g s io n a l  B e n d a h a r a

KASUS &A&PB£&CAMNl"i.*. •• P J 'Rr̂ .vw i

Tiwwtfomt
K O M A R U D IN ,S E .,M .S i.

PERMA Nomor
Sumber :

7 Tahun 2015 Tentang Organisasi
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Dan Tata Kerja

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat adalah sebagai berikut:

1. KETUA

Tugas

Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi 

pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara yang diajukan di Pengadilan.

Fungsi

f  Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 

keuangan rutin/pembangunan;

f  Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas 

dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi

para Hakim maupun seluruh karyawan ;
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z  Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Memberikan izin 

berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari 

ruang Kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta 

berkas perkara.

z  Menetapakan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau 

tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara 

secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

2. WAKIL KETUA

Tugas

Membantu Ketua Mengendalikan, Menyelenggarakan, Melaksanakan 

wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.

Fungsi

z  Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek 

dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya, 

z  Mewakili Ketua bila berhalangan, 

z  Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua, 

z  Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah 

pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dangan rencana kerja 

dan katentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan

tersebut kepada Ketua.

z  Menandatangani penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan 

penahanan.

z  Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana 

singkat, ringan maupun lalu lintas.
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3. HAKIM

Tugas

Menyelenggarakan perkara mulai dan menerima, memeriksa sampai 

dengan memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di 

Pengadilan.

Fungsi

f  Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas 

Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, 

memeriksa, memutus serta menyelesaikan semua perkara yang

diajukan kepadanya.

f  Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari 

keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan 

dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat 

dan biaya ringan.

4. PANITERA

Tugas

Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum dan 

administarsi perkara.

Fungsi

f  Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.

'f  Panitera juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 

f  Panitera dengan dibantu oeh Wakil Panitera dan Panitera Muda 

harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenal 

jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan. 

f  Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, 

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak 

ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya. 

f  Membuat akta dan salinan putusan.

'f  Menerima dan mengirimkan berkas perkara.



Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan 

oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

4.1.1 PANITERA MUDA PIDANA

Tugas

Menyelenggarakan administrasi perkara pidana.

Fungsi

s  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang pengadilan

s  Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan 

persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan 

lain yang berhubungan dengan masalah perkara

pidana

s  Memberi nomor register pada setiap perkara yang 

diterima di kepaniteraan.

s  Memberi nomor register pada setiap perkara dengan 

acara singkat yang telah diputus Hakim atau 

diundurkan hari sidangnya.

^ Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku 

daftar disertai catatan singkat tentang isinya 

s  Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa 

atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila 

terdakwa di tahan

s  Menyiapakan berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi, peninjauan kembali 

s  Menyiapkan berkas permohonan grasi 

s  Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi 

kepada Panitera Muda Hukum



4.1.2 PANITERA MUDA PERDATA

Tugas

Menyelenggarakan administrasi perkara perdata.

Fungsi

f  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang pengadilan

f  Melaksanakan admnistrasi perkara, mempersiapkan 

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang 

masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan 

masalah perkara perdata

'f  Memberi nomor register pada setiap perkara yang 

diterima di Kepaniteraan

f  Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku 

daftar disertai catatan singkat tentang isinya 

f  Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang 

berperkara bila memintanya

f  Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi, atau peninjauan kembali 

f  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda 

Hukum

4.1.3. PANITERA MUDA HUKUM

Tugas

Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana 

dan perkara perdata.

Fungsi

f  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang Pengadilan

•f Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data,

menyajikan statistik perkara, menyusun laporan
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perkara, menyimpan ARSIP berkas perkara, daftar 

notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan 

permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang 

diberikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

4.1.4. PANITERA PENGGANTI

Tugas

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata 

dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan 

tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan. 

Fungsi

f  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan ; 

f  Membantu Hakim dalam hal :

- Membuat penetapan Hari sidang ;

- Membuat penetapan sita Jaminan ;

- Membuat Berita Acara persidangan yang harus 

selesai sebelum sidang berikutnya ;

- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, 

dikeluarkan dan tahanan atau dirubah jenis 

penahanannya ;

- Melaporkan barang bukti kepada Panitera ;

- Mengetik Putusan ;

- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera

Muda Perdata / Pidana bila telah selesai

diminutasi.
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Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para

pihak berperkara.

s  Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam

perkara pidana kepada yang bersangkutan.

5. SEKRETARIS

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana

dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA  Khusus

Fungsi

v' Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 

v' Pelaksanaan urusan kepegawaian;

v' Pelaksanaan urusan keuangan;

v' Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

v' Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan

statistik;

v' Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah

tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

v' Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I 

A Khusus.

5.1. KEPALA BAGIAN UMUM

TUGAS:

Melaksanakan urusan perencanaan, program dan anggaran, 

kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, 

pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, 

arsip perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan , 

hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan
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pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di 

lingkungan keseketariatan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 

Fungsi

v' Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan 

anggaran ;

f  Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

f  Pelaksanaan urusan keuangan;

f  Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata 

laksana;

f  Pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

f  Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; 

f  Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga; 

v' Pelaksanaan keamanan dan keprotokoan; 

f  Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan, dan; 

f  Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan

A.. 1. KEPALA SUB TATA USAHA DAN KEUANGAN

TUGAS:

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat 

dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Fungsi

f  Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

penggandaan;

f  Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung 

sarana dan prasaranaserta perlengkapan dan perpustakaan 

f  Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan, dan hubungan

masyarakat;
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✓  Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan,

pelaporan keuangan, dan;

s  Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta 

penyusunan laporan

5.1.2 KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI

DAN TATA LAKSANA 

Tugas:

Kepala Sub bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatat 

LaksanaPengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan urusan 

kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta 

reformasi birokrasi.

Fungsi

f  Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi,

pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan

kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan 

pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja

pegawai, administrasi jabatan fungsional dan pengurusan

ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan 

kepegawaian;

f  Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan 

evaluasi organisasi dan tata laksana;

f  Penyiapan Prosedur tetap (SOP)

f  Penyiapan bahan evaluasi prosedur operasional dan

disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisensi dan 

efektivitas birokrasi
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1.3 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI

INFORMASI DAN PELAPORAN

Tugas:

Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan 

Pelaporan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, 

pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan dukumentasi serta pelaporan.

Fungsi

s  Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program 

•f Penyiapan bahan pelaksaan pengelolaan tehnologi

informatika dan statistik, dan ;

v' Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,

dokumentasi dan pelaporan.
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D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG

Sebagai mana inti masalah Pengadilan Negeri atau lembaga Negara 

pada umumnya adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas 

atau dengan kata lain jumlah beban kerja yang dibagi tidak sesuai dengan 

jumlah tenaga kerja yang ada, atau jumlah perkara yang masuk tidak 

seimbang dengan jumlah sumberdaya manusia yang ada;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memiliki Sumber Daya Manusia 

diantaranya sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Negeri : 1 (satu) Orang

Wakil Ketua Pengadilan Negeri : 1 (satu) Orang

Hakim : 29 (dua puluh sembilan)

DIHADAPI

Orang

Panitera

Sekretaris

Panitera Muda Perdata 

Panitera Muda Pidana 

Panitera Muda Hukum 

Panitera Pengganti 

Kabag Umum

Kasub. Bag. Umum dan Keuangan 

Kasub. Bag. Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana 

Kasub. Bag. Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 

Jurusita

Jurusita Pengganti 

Staf

: 1 (satu) Orang

1 (satu) Orang 

4 (empat) Orang 

27 (dua puluh tujuh) Orang 

13 (tiga belas) Orang

31 (tiga puluh satu) Orang

1 (satu) Orang 

1 (satu) Orang

1 (satu) Orang 

1 (satu) Orang 

1 (satu) Orang 

1 (satu) Orang 

1 (satu) Orang
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Dengan jumlah Sumber Daya Manusia diatas Pengadilan Negeri Jakarta

Barat dengan menganalisa beban kerja yang harus diselesaikan masih belum 

sesuai, dikarenakan beban perkara pertahun Perkara Perdata : 2.608 perkara 

sedangkan Perkara Pidana masuk keseluruhan sebanyak : 2.498 perkara 

yang didalamnya belum termasuk tindak pidana lalulintas sebanyak 191.655 

Perkara sehingga total perkara pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat memeriksa dan mengadili sebanyak 5.102 perkara, jika dibandingkan 

dengan jumlah Hakim, Panitera Pengganti serta Jurusita dan Jurusita 

Pengganti juga Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariataan maka jumlah 

perkara sejumlah tersebut diatas tidaklah sebanding dengan jumlah aparatur 

yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hal ini dapat dilihat dari adanya 

rangkap jabatan antara Staf kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang 

merangkap menjadi Jurusita Pengganti , Oleh karena itu Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini 

kami Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berkompoten untuk melakukan

rekruitmen sumber daya manusia, akan tetapi kami mengajukan surat

permintaan penambahan Pegawai Negeri Sipil kepada Pengadilan Tinggi 

Jakarta berdasarkan analisa beban kerja.

Selain masalah Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan 

jumlah Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghadapi Permasalahan 

Utama dibidang keuangan (DIPA) yang diterima anggarannya berkurang 

setiap tahunnya sehingga untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok menjadi 

suatu kendala utama, sedangkan kebutuhan pokok belanja tahunan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak bisa ditunda dan dikurangi.
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar 
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan

Isi mukadimah mengenai persalahan utama yang dihadapi oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bab II Perencanaan Kineija
Uraian mengenai Perencanaan Kinerja Tahunan 2018 

Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

2018 dengan tahun sebelumnya

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2016 
dengan target jangka menegah yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan strategis organisasi

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan 
/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 
dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

Bab IV Penutup
Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang 
Lampiran

1. Perjanjian Kineija Tahun 2018

2. Rencana Kinerja 2018, 2019

3. Reviu Matriks Renstra 2015-2019

4. SK Penyusunan Reviu IKU, PKT 2018, RKT 2018, RKT 2019, RENSTRA

2015 -  2019 dan Penyusunan LKjIP 2018
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2015 - 2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- 

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan 

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Reformasi Birokrasi sebagai pembaharuan menuju suatu paradigma 

baru terhadap tatanan hukum di semua satuan kerja Pengadilan Negeri 

dibawah Mahkamah Agung, adalah harga mutlak demi terciptanya Pengadilan

yang mengedepankan rasa keadilan yang absolut, dan mengesampingkan 

keinginan, asa dan rasa yang bersifat kepentingan pribadi maupun golongan;

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta 

sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai

pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 

2015 - 2019.

■ VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah:

"  Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Agung "
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Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 

yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud 

dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta

Barat.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta

Barat

■ Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut ditetapkan dengan 

mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan 

analisis strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalarn bentuk 

kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan status kondisi yang ingin 

dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

serta indikator kinerja tujuan yang mendukung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- MISI

Perdata
Pidana
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b. Persentase perkara :
Perdata
Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara:
Perdata
Pidana

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
• Banding
• Kasasi
• PK

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan.

a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau

implementasi dan pernyataan misi yang ditetapkan dengan
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memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dan hasil analisis yang 

memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta 

sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan

hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat 

dalam Cetak biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia

2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri

Jakarta Barat tahun 2015 - 2019 sebagai penjabaran atas visi dan misi 

Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap

dalam konteks kewenanganpengembangan program dan kegiatan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun 

kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Barat

adalah sebagai berikut:

1
2
3

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

akses Peradilan bagi masyarakat miskin

4

Meningkatnya 
terpinggirkan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

dan

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman

dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh

sebab itu renstra ini harus dipakai sebagai landasan dalam

merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan 

operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Renstra memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, 

pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan

pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam



melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap

perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong

para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif 

ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik

yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Negeri Jakarta Barat memuat 

dua pilar utama program Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bidang tugas 

pokok dan fungsinya, yakni :

Pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan.

Kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. 

Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut 

dengan program kerja bidang teknis yustisial, sedangkan program kerja di 

bidang pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum

disebut dengan program kerja bidang non teknis yustisial.

Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini 

tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun 

langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh 

keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian 

besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan 

prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi 

tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber 

daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang 

teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis 

sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja 

yang mesti dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, 

hanyalah sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia

dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga
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secara limitative hanya diukur dan kemampuan penyerapan anggaran di

bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis

urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah 

untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal 

tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan sarana 

pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana 

strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan 

kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program 

utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis

peradilan.

Renstra disusun meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program 

dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif Stake holder, sehingga 

dapat mengarahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pengambilan

keputusan tentang masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk 

mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Rasa 

keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat. Kemandirian dari 

segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat masih dalam proses, hal mana 

sangat tergantung kepada keinginan politik dan dukungan segenap pemegang 

kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola 

anggaran sendiri menjadi salah satu program prioritas badan peradilan tahun 

2015-2019.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

menetapkan 13 Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata dan Pidana

2. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu

3. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana

4 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan PK Perkara Perdata dan Pidana
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5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

7. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

8. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

9. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu Perdata dan Pidana

10. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

11. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

12. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

13. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Strategis (Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran)

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah

selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan Kebijakan merupakan 

ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi 

seluruh aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan masyarakat pencari 

keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai 

sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, 

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan.Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan 

dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program 

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib



administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang 

berdasarkan anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang 

berkualitas yang didukung dengan anggaran yang diterima dan Badan 

Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana.Kegiatan pokok dalam program ini adalah pengadaan sarana 

dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas 

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pada tahun 2018 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama dan hal tersebut mempengaruhi Rencana Kinerja pada yang 

akan dicapai. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja utama setelah 

direviu digambarkan sebagai berikut:

Hubungan antara Sasaran dengan Indikator Kinerja

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

T - Terwujudnya Proses Peradilan a. Persentase sisa perkara yang
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan :
Akuntabel - Perdata

- Pidana
b. Persentase perkara :

- Perdata
- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu
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2. Peningkatan
Pengelolaan
Perkara

Efektivitas
Penyelesaian

c. Persentase
perkara:
- Perdata
- Pidana

penurunan sisa

d. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :

Banding
Kasasi
PK

e. Persentase Perkara Pidana Anak

f. Index
keadilan

responden pencari
yang puas terhadap

layanan peradilan
a. Persentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh para pihak Tepat 
Waktu
Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat waktu

d Persentase Perkara yang
menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah

3 Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan

a. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan

Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

b. Persentase 
diselesaikan 
Pengadilan

Perkara
di luar

yang
Gedung

c. Persentase Pencari Keadilan
Golongan
Mendapat

Tertentu yang
Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 menjabarkan sasaran 

dan program yang telah ditetapkan berdasarkan reviu renstra 2015-2019.



Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 telah disusun bersamaan 

dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada 

pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen seluruh 

komponen pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencapainya dalam 

tahun 2018

Dokumen Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat Tahun 2018 memuat informasi mengenai sasaran yang ingin 

dicapai dalam tahun 2018, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, 

program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. 

Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator input, output dan outcome. 

Penetapan Indikator Kinerja-Indikator Kinerja ini didasarkan pada perkiraan 

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, 

serta data pendukung yang tersedia dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh 

mana keberhasilan pencapaian sasaran kineija Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat Kelas I A Khusus pada tahun 2018. Selain itu, dokumen rencana kerja 

tahunan (RKT) memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan 

sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap 

bidang dan bagian lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian 

satu Indikator Kinerja tidak semata-mata merupakan output dari suatu 

program atau sumber dana, akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan 

sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam 

proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, keberhasilan mengenai 

terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai hasil 

dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.

Mengingat pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2018 ini merupakan 

bagian dari kinerja tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun selanjutnya,

maka sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan
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penilaian terhadap kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai pada 

tingkat atau Indikator Kinerja benefit dan impac, oleh sebab itu penilaian 

hanya akan dilakukan sampai pada tahap outcome (has\\).

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI NEGERI JAKARTA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2018 
Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Tahun Anggaran: 2018

NO

1

KINERJA UTAMA

Terwujudnya Proses

INDIKATOR KINERJA TARGET

a
Peradilan
Pasti, 
dan Akuntabel

yang
Transparan

Persentase 
diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

sisa perkara yang

b. Persentase perkara
- Perdata
- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

100%
100%

c. Persentase
perkara:
- Perdata
- Pidana

penurunan sisa

50%
80%

80%
80%

d Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum : 
Perdata 

Banding 
Kasasi 
PK

Pidana 
Banding 
Kasasi 
PK

75%
30%
70%

e Persentase Perkara Pidana Anak 
yang Diselesaikan dengan Diversi

85%
30%
80%

9%

f. Index
keadilan

responden
yang puas

pencari
terhadap

layanan peradilan

80%
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2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh para pihak Tepat 
Waktu

85%

b. Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui Mediasi

15%

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu 

Perdata 
Pidana

100%
100%

d. Persentase Perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus

0

a. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan

i

100%

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan

1%

c. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum fPosbakum')

100%

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

30%

3.

4.

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan

Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan

adilan

Penetapan kinerja diperlukan sebagai suatu patokan target kinerja yang 

akan dikerjakan dan diselesaikan dalam suatu pekerjaan. Penetapan kinerja 

tahun 2018 mengalami perubahan, artinya tidak sesuai dengan rencana 

kinerja tahun 2017 yang disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perubahan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung RI. sehingga harus menyesuaikan rencana yang 

sudah dibuat dengan peraturan yang baru. Hal ini telah dilakukan 

reviu terhadap penetapan kinerja.

2. Terjadinya perubahan anggaran yang telah diusulkan dengan

kenyataan yang diterima. Dengan demikian rencana kinerja tahunan 

2018 disesuaikan dengan anggaran yang diterima.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan 

strategis suatu organisasi, Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan daam mewujudkan visi dan misi organisasi. 

Pengukuran kineija merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang 

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan.Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat 

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian 

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat 

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum 

terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian 

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. 

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja tersebut 

diuraikan dalam tabel berikut ini :

A.l. Target dan realisasi kinerja tahun 2018

Berikut adalah tabel hasil pengukuran target dan realisasi serta hasil 

capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tahun 2018
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PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabei

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan :

| - Perdata
- Pidana

100%
100%

95,14%
100%

95,14%
100%

b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

50%
80%

122,54%
95,49%

245,08%
95,48%

c. Persentase penurunan sisa
perkara:
- Perdata
- Pidana

80%
80%

72,29 %
31,67%

120,16%
252,57%

Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum :
Perdata

Banding
Kasasi

Pidana
Banding
Kasasi

75%
30%
70%

85%
30%
80%

Persentase Perkara Pidana Anak
yang
Diversi

Diselesaikan dengan

111,47%
84%

125,81%

111,87%
92%

88,23%

0%

Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 80% 77,08%

148,62%
280%

179,72%

131,62%
306,67%
110,29%

96,35%
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SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh para pihak Tepat
Waktu

TARGET

85%

Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui Mediasi

REALISASI CAPAIAN

72,19%

15%

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan Banding, Kasasi dan 
PK secara lengkap dan tepat 
waktu
- Perdata
- Pidana

Persentase Perkara yang
menarik perhatian masyarakat
yang
online

dapat
dalam

diakses
waktu

secara
1 hari

setelah putus

100%
100%

10%

84,93%

66,67%

62,15%
72,33%

62,15%
72,33%

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan 100% 100% 100%

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan

1% 0 0

c. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum)

100% 100% 100%
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SASARAN STARTEGIS 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

30% 122,22% 407,41%

Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. 

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, 

kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis 

pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat 

keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah diperoleh kesimpulan 

sementara bahwa pada Tahun 2018 semua Program dan Kegiatan telah 

memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya 

manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2018 masih 

belum Optimal.

Usaha terus menerus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi

dan misi menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu

mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan

pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam

rangka peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan

adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari

semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat 

meningkat.
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Sebagai bagian dari penunjang tatanan utama dalam bernegara dan 

sebagai tatanan terakhir dari penegakan Hukum bagi para pencari keadilan 

maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam mewujudkan citra dan wibawa 

lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan 

yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tepat 

pada tanggal 10 Desember 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah 

mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh 

serta berwibawa bagi pencari keadilan, sebagaimana hal ini juga tertuang 

dalam semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang senantiasa mengedepankan 

Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, serta Bersih dan Bebas KKN dalam 

pembentukan suatu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Pengadilan Negeri Jakarta barat yang merupakan salah satu dari 7 

(tujuh) Pengadilan yang didaulat sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam keputusan berupa SK KMA No : 

194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona 

Integritas Mahkamah Agung yang mana satu diantaranya adalah Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat ditetapkan sebagai unit yang dikembangkan menjadi 

zona integritas sebagai pilot project WBK dan WBBM berdasarkan surat 

Sekretaris Mahkamah Agung No : 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 

Oktober 2015 perihal penunjukan pengadilan sebagai Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dengan adanya Reformasi Birokrasi di tubuh lembaga Peradilan di 

Indonesia diharapkan seluruh pencari keadilan mendapatkan hukum yang 

adil, bijaksana dan agung, sehingga jargon " Hukum terkadang buta, namun 

Keadilan harus dapat melihat dalam kegelapan" dapat di terapkan menjadi 

Hukum dan Keadilan mampu melihat sesuatu yang tidak kasat mata menjadi 

suatu keadilan yang agung dan luhur serta berwibawa, sehingga rasa keadilan 

masyarakat dapat terpenuhi dan hukum tidak hanya sepihak seperti bilah
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pisau yang tumpul keatas namun tajam kebawah, tetapi menjadi pemenuh

dahaga bagi pemilik alas hak yang hakiki;

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 

direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Indikator 

Kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 

(lima) Indikator Kinerja yang harus diselesaikan. Perbandingan Pencapaian 

target Indikator Kinerja sasaran pada tahun 2018 terhadap tahun sebelumya 

dapat digambarkan sebagai berikut:

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2018 sebagai

berikut:

Indikator Kinerja

a

b

Persentase
perkara
diselesaikan

- Perdata
- Pidana 

Persentase 
perkara 
diselesaikan 
waktu 
1. Perdata

sisa
yang

Target
2018

%

100
100

Realisasi
2018

%

95,14
100

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

yang
tepat

50 122,54
Pidana

c. Persentase
penurunan
perkara:

1. Perdata

sisa

80

95,49

95,14
100

245,08

77
100

120,04
95,48

96,13 120,16

113,59

108,43

Capaian
2016

%

89,06
100

89,06

Capaian
2015

%

35,2
100

35,2

100

2. Pidana 80 100 125 66,46



d. Persentase
perkara yang 
Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum :

Perdata
1. Banding 75 111,47 148,62 118,24

422,5 1272. Kasasi 30 84 280 105,26
3. PK 70 125,81 179,72 112,73

Pidana

105,97 116,87
1. Banding 85 111,87 131,62 106,33
2. Kasasi 30 92 306,67 51,95
3. PK 80 88,23 110,29

—

108,59
—

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan 
dan Akuntabel

Indikator Kinerja
Target
2018

%

Realisasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015

%

a. Persentase 
sisa perkara 
yang
diselesaikan :
- Perdata
- Pidana_____

100
100

95,14
100

95,14
100

77
100

89,06
100

35,2
100

Perdata

Sisa Perkara Perdata 2017 = 453 Perkara

Target yang akan diselesaikan adalah 100% dari 453 Perkara yaitu 453 

Perkara

Sisa Perkara yang diselesaikan yaitu 431 Perkara.

Sehingga realisasinya adalah 95,14% dari target yang ditentukan.

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 

target, didapatkan hasil sebesar sebesar 95,14%.

Belum dapat mencapai target, hal ini disebabkan karena ada sebagian perkara 

terkendala dengan pemanggilan sidang ataupun pihak yang berperkara tidak

hadir dalam sidang yang telah ditentukan waktunya. Hal ini dapat
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2017 dengan capaian 

sebesar 77% tingkat capaian tahun 2016 sebesar 89,06 % dan di tahun 2015 

sebesar 35,2%. Hal ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

mengalami peningkatan dan penurunan dalam penyelesaian perkara ditiap 

tahun yang berbeda dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat 

signifikan.

Pidana

Sisa Perkara Pidana 2017 = 1.105 Perkara

Target yang akan diselesaikan adalah 100% dari 1.105 Perkara yaitu 1.105 

Perkara

Sisa Perkara yang diselesaikan yaitu 1.105 Perkara.

Sehingga realisasinya adalah 100% dari target yang ditentukan.

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 

target, didapatkan hasil sebesar sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat secara konsisten dapat menyelesaikan seluruh sisa perkara.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan 

dan Akuntabel

Indikator
Kineija

Target
2018

%

Realisasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015

%
b. Persentase 
Perkara 

- Perdata 50 122,54 245,08 120,04 95,79 273,2
- Pidana 80 95,49 119,36 113,59 142,75 105,72

Yang
diselesaikan 
tepat waktu
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Perdata

SISA
PERKARA

2017

MASUK
JUMLAH
BEBAN

PUTUS
(<5

Bulan)

PUTUS 
( > 5 

Bulan)

Gugatan

Perdata

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 1.930 Perkara 

Jumlah Perkara yang harus diselesaikan yaitu 3.150 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adaiah 50% dari 3.150 Perkara yaitu 1.575 

Perkara

realisasinya adalah 1-^x100% = 245,08%.
' 1.575

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan

target, didapatkan hasil sebesar sebesar ^ p x l0 0 %  = 245,08%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan 2016 maka terdapat

peningkatan dan penurunan dalam pencapaian namun masih dibawah capaian 

tahun 2015.

Pidana

NO Jenis Perkara

l. Pidana Biasa
Pidana Singkat 
Pidana Ce
Pidana Anak

Jumlah

2 0 1 7

1105

Masuk
2 0 1 8

2438

Jumlah
Beban

3543

PUTUS
(< 5

Bulan)

2.696

1105 2498 3603 2.752

PUTUS
( > 5 

Bulan)
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Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 2.752 Perkara.

Jumlah Perkara yang harus diselesaikan yaitu 3.603 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adalah 80% dari 3.603 Perkara yaitu 2.882 

Perkara.
o 7 C?

Sehingga realisasinya adalah -— *100% = 95,49%.
2.882

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan
g n r  a q

target, didapatkan hasil sebesar sebesar -^ -x lo o %  = 119,36%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, 2016 dan 2015 maka 

pencapaian telah terjadi penurunan dan kenaikan dalam pencapaian target.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan

dan Akuntabel

Indikator Kinerja
Target
2018

%

Realisasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015

%
c. Persentase

penurunan sisa 
perkara:

- Perdata 80 -18,84 -23,55 108,43
- Pidana 80 31,67 252,57 66,46 - -

Perdata

NO

l.

2.

Jenis Perkara

Perdata Gugatan

Perdata

3.

Permohonan

Sisa

2 0 1 7

453

Masuk

2 0 1 8

950

Jumlah

Beban

1.403

Putus

2 0 1 8

799

Cabut

2 0 1 8

145

96

Gugatan

sederhana

Jumlah

19

1.596 1.692

36

568

55

2.582 3.150

1.152

20

324

35

1.971 504

2 0 1 8

459

216

0

675



Sisa Perkara tahun sebelumnya : 568 Perkara

Sisa perkara tahun berjalan : 675 Perkara Dapat dihitung realisasi penurunan 

sisa perkara pada tahun 2018 sebagi berikut:

LKjIP Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2018

Sisa perkara tahun sebelumnya —  Sisa Perkara tahun berjalan
Sisa tahun sebelumnya xl00%

=  5--6-- -6--  *100% = -18,84%
568

Sehingga tingkat pencapain dari target 80% yang telah ditetapkan adalah

^ 1 * 1 0 0 %  = -23,55%

Mendapatkan capaian minus karena pada tahun 2018 terdapat kenaikan 

dalam jumlah sisa perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum dapat 

mencapai target yang ditentukan.

Pidana

Jenis Perkara
Masuk Jumlah

2 0 1 7 2 0 1 8 Beban
Pidana Biasa 1.105 2.438 3.543

Pidana Anak
Jumlah 1.105 2.498 3.603

Putus
2 0 1 8

2.792

2.848

2 0 1 8

Sisa Perkara tahun sebelumnya : 1.105 Perkara 

Sisa perkara tahun berjalan : 755 Perkara

Dapat dihitung realisasi penurunan sisa perkara pada tahun 2018 sebagi 

berikut:

Sisa perkara tahun sebelumnya — Sisa Perkara tahun berjalan
Sisa tahun sebelumnya xl00%

- -05 755 *100% = 31,67%
1.105  '
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Sehingga tingkat pencapain dari target 80% yang telah ditetapkan adalah

^ - x l 0 0 %  = 252,57%.
80

Berarti Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengalami penurunan perkara yang 

signifikan dari target yang ditentukan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan

dan Akuntabel

Indikator
Kinerja

Target
2018

%

Realisasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015

%
e. Persentase

perkara yang 
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
•

v

Perdata
1. Banding 75 111,47 148,62 118,24
2. Kasasi 30 84 280 105,26 422,5 127
3. PK 70 125,81 179,72 112,73

Pidana
1. Banding 85 111,87 131,62 106,33

105,97 116,87
2. Kasasi 30 92 306,67 51,95
3. PK 80 88,23 110,29 108,59

Perdata

No. PERKARA I PU™ SPN BANDING
TIDAK I

BANDING

1 Perdata Gugatan 790 129 661

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding = 661 Perkara. 

Jumlah Perkara Putusan yaitu 790 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adalah 75% dari 790 Perkara yaitu 592,5 

Perkara.(pembulatan menjadi 593 Perkara)
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Sehingga realisasinya adalah
661
592

X l O O % 111,47%.

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 
target, didapatkan hasil sebesar sebesar ^ ^ x lo o %  = 148,62%.*7 5

Tidak m iukan U Hukum Kasasi

No. PERKARA
TURUN

PT KASASI
TIDAK
KASASI

1 Perdata Gugatan 82 61 21

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi = 21 Perkara.

Jumlah Perkara Putusan Banding yaitu 82 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adalah 30% dari 82 Perkara yaitu 24,6 

Perkara.(pembulatan menjadi 25 Perkara)

Sehingga realisasinya adalah — xloo% = 84%.
2 5

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 
target, didapatkan hasil sebesar sebesar ^ x l0 0 %  = 280%.

Dari perbandingan tahun sebelumnya capaian ini memerlukan penetapan 
target kembali karena tingkat capaian yang terlalu tinggi.

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK = 78 Perkara.

Jumlah Perkara Putusan Kasasi yaitu 89 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adalah 70% dari 89 Perkara yaitu 62,3 

Perkara.(pembulatan menjadi 62 Perkara)

Sehingga realisasinya adalah — xioo% = 125,81%.
62

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan
target, didapatkan hasil sebesar sebesar ^ ^ x lo o %  = 179,72%.



Dari perbandingan tahun sebelumnya capaian ini memerlukan penetapan 
target kembali karena tingkat capaian yang terlalu tinggi.

Pidana

Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No. PERKARA PUTUS
PN BANDING

TIDAK
BANDING

1 Pidana Biasa 2.792 137 2.655
2 Pidana Anak 51 2 49

Jumlah 2.843 139 2.704

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding = 2.704 Perkara. 

Jumlah Perkara Putusan yaitu 2.843 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adalah 85% dari 2.843 Perkara yaitu 2.416,55 

Perkara.(pembulatan menjadi 2.417 Perkara)

Sehingga realisasinya adalah j^ x io o %  = lll,8 7 % .

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 
target, didapatkan hasil sebesar sebesar ^ ^ -x l00%  = 131,62%.

Tidak menaaiukan U a Hukum Kasasi

No. PERKARA TURUN

2
Pidana Biasa 
Pidana Anak 
Jumlah

2 
82

TIDAK
KASASI KASASI

57 23
0 0
57 23

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi= 23 Perkara.

Jumlah Perkara Putusan PT yaitu 82 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adalah 30% dari 82 Perkara yaitu 24,6 

Perkara.(pembulatan menjadi 25 Perkara)

Sehingga realisasinya adalah — *100% = 92%.
2 5

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 
target, didapatkan hasil sebesar sebesar — xloo% = 306,67%.
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Tidak m

No. PERKARA

1 Pidana Biasa 
Pidana Anak

Hukum PK

TURUN
MA

43

PK
TIDAK

PK

13 30 
6

Jumlah perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK = 30 Perkara.

Jumlah Perkara Putusan Kasasi yaitu 43 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adalah 80% dari 43 Perkara yaitu 34,5 

Perkara.(pembulatan menjadi 34 Perkara)
30

Sehingga realisasinya adalah — xloo% = 88,23%.

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 

target, didapatkan hasil sebesar sebesar ^ ^ x l00% = 110,29%.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan

dan Akuntabel

Indikator
Kinerja

Target
2018

%

Realisasi
2018

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015

%
e. Persentase 

perkara 
pidana 
anak yang
diselesaika
n dengan 
diversi

9 0 0 98,89

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima pelimpahan 
berkas perkara pidana anak sebanyak 55 perkara dari jumlah tersebut 
sejumlah 32 perkara yang dilakukan diversi namun dari perkara tersebut tidak 
ada perkara yang diselesaikan secara diversi. Dari data tersebut dapat 
diperoleh persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi sebesar 
0% dan jika dibandingkan terhadap target dapat diperoleh tingkat capainnya 
sebesar 0%.
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Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan 
dan Akuntabel

Indikator
Kinerja

Target
2018
%

Realisasi
2018
%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015
%

f. Indeks 
responde 
n pencari
keadilan
yang
puas
terhadap
layanan
peradilan

80 77,08 96,35 95,57 102,38 124,8

Masyarakat telah merasa puas terhadap pelayanan peradilan sejumlah 
77,08% puas hasil ini diperoleh dari hasil perhitungan indeks kepuasan 
masyarakat yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada
Oktober 2018 dari target yang ingin dicapai 80% hanya dapat terealisasi 
96,35%.

SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara.

Indikator
Kinerja

Target
2018

%

Realiasasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015

%
a. Persentase Isi

Putusan yang 
diterima oleh 
pihak tepat 
waktu

85 72,19 84,93 116,82 108,35 117

Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu perkara perdata 

dari 944 perkara putusan telah dilaksanakan sebanyak 579, dan target yang

harus dicapai adalah 85% dari 944 perkara yaitu 802,4 Perkara(pembulatan 

802 Perkara).

Sehingga realisasinya adalah J^xl00%  = 72,19%.

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan
target, didapatkan hasil sebesar sebesar —  *100% = 84,93%.
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SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara.

Indikator
Kinerja

Target
2018

%

Realiasasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015

%
b. Persentase

Perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
Mediasi

15 10 66,67 125,33 181 262

Jumlah 
NO Perkara

Mediasi

Mediasi dilaksanakan

1. 1 950
--------  ---- - - - - - - - - ----- - j

602

Status keberhasilan

Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dari 950 perkara yang harus 

dilaksanakan mediasi, sebanyak 602 perkara telah dilaksanakan, dan yang 

berhasil diselesaiakan dengan cara mediasi adalah sebanyak 9 perkara saja 

sedangkan 348 perkara lain masih dalam proses.

Target yang ditentukan untuk menghitung Persentase Perkara yang 

diselesaikan melalui Mediasi adalah 15% dari 602 perkara yaitu 90,3 

Perkara(pembulatan 90 Perkara).

Sehingga realisasinya adalah ^xl00%  = io%.

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 
target, didapatkan hasil sebesar sebesar — *100% = 66,67%.
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SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara.

Indikator Target Realiasasi Capaian Capaian Capaian Capaian
Kinerja 2018

%
2018

%
2018 % 2017

%
2016

%
2015

%
c. Persentase

berkas
perkara yang 
diajukan 
Banding, 
Kasasi dan PK 
secara
lengkap dan 
tepat waktu. 

Perdata 100 62,15 62,15 76,16
181 262Pidana 100 72,33 72,13 94,81

PERDATA

Banding:

Pe r ka ra Sisa Tahun 

sebelumnya

Banding

masuk

Dicabut Dikirim

Gugatan 104 129 12 142

Kasasi:

Perkara Sisa Tahun Kasasi Dicabut Dikirim

sebelumnya masuk

Gugatan 38 61 0 65

Peninjauan Kembali:

Perkara Sisa Tahun Kasasi Dicabut Dikirim

sebelumnya masuk

Gugatan 9 21 0 18



Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat waktu Perkara Perdata adalah sebagai berikut:

Jumlah berkas yang diajukan upaya hukum Perdata sebanyak 

142+65+18=225 Perkara

Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum Perdata 

(104+129)+(38+61)+(9+21) = 362

Realisasi:
jum lahBerkasperkarayangdiajukanbanding

__________ K a s a s id a n P K s e c a ra le n g k a p __________
jum lahberkasperkarayangdimohonkanbanding,

K a sa sid a n P K

*100% = 62,15%

Capaian : ^ ^ x io o %  = ^ x io o % =  62,15%
r  T a r g e t  100

Pidana
BANDING:
Perkara Sisa Tahun 

sebelumnya
Banding
masuk

Dicabut Dikirim

Pidana Biasa 16 137 25 108
Pidana Anak 0 2 ° 2
Jumlah 16

----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------------
139 25 110

KASASI:
Perkara Sisa Tahun 

sebelumnya
Kasasi
masuk

Dicabut Dikirim

Pidana Biasa 18 57 3 57
Pidana Anak 0 0 0 0
Jumlah 18 Í 57i____________ 3 J Z ________

PENINJAUAN KEMBALI:
Perkara Sisa Tahun 

sebelumnya
Kasasi
masuk

Dicabut Dikirim

Pidana Biasa 10 13 1 16
Pidana Anak 0 0 0 0
Jumlah 10 13 1 16

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu Perkara Pidana adalah sebagai berikut:
Jumlah berkas yang diajukan upaya hukum Pidana sebanyak 
110+57+16=183 Perkara
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Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum Pidana 
(16+139)+(18+57)+(10+13) = 253

Realisasi :
J u m la h B e r k a s p e r k a r a y a n g d ia ju k a n b a n d in g  

__________ K a s a s id a n P K s e c a ra le n g k a p __________ _1 83
]u m la h b e rk a s p e rk a ra y a n g d im o h o n k a n b a n d in g r~ ~ 2s i

K a sa sid a n P K

x l 0 0 % 72,33%

Capaian : Reaitg5̂ ioo% = 7-^-xioo%= 72,13%
T a r g e t  100

Dalam hal ini belum memenuhi target karena sebagian perkara yang belum 

terkirim terkendala dengan kelengkapan berkas seperti menunggu adanya 

memori yang belum diserahkan ke kepaniteraan.

SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara.

Indikator Kinerja Target
2018

%

Realiasasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%
d. Persentase

Perkara yang 
menarik perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah putus

0 0 0

_____________________________ _______ _ ___________________ _________________

-

----------------------------------- 1-------------- -------------------1-------------------------- -------------------------- ---------------------- ------------------------
Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah putus (Tipikor) tidak dapat dihitung target, 

realisasi dan capainnya karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak

menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

SASARAN 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan

Indikator
Kinerja

Target
2018

%

Realiasasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016

%

Capaian
2015

%
a. Persentase

Perkara 
Prodeo yang
diselesaikan

100 100 100 100 -
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Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima sejumlah 3 

perkara gugatan prodeo dan telah diselesaikan seluruhnya di Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat.

SASARAN 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan

Indikator
Kinerja

Target
2018

%

Reaiiasasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016
%

Capaian
2015

%
b. Persentase

Perkara yang 
diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan

1 0 0 0 - -

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di tahun 2018 tidak terdapat 

penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan. Sehingga mendapatkan nilai

realiasinya adalah 0 (nol). Hal ini disebabkan karena dalam setiap tahunnya 

belum ada kepastian terdapat sidang diluar Pengadilan.

SASARAN 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin 
dan terpinggirkan_________________________________________

Indikator
Kinerja

Target
2018

%

Reaiiasasi
2018
%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016
%

Capaian
2015

%
c. Persentase

Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

100 100 100 100 -
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Menurut laporan dari bagian Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat, terdapat 191 pencari keadilan dari golongan tertentu yang 

memohonkan bantuan pelayanan hukum, seluruh permohonan tersebut telah 

ditindaklanjuti.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator
Kinerja

Target
2018

%

Realiasasi
2018

%

Capaian
2018

%

Capaian
2017

%

Capaian
2016
%

Capaian
2015
%

Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

30% 122,22% 407,41 98,03% 0 105

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)= 29 

Perkara.

Jumlah Perkara yang diselesaikan yaitu 11 Perkara.

Target yang akan diselesaikan adalah 30% dari 29 Perkara yaitu 8,7 

Perkara.(pembulatan menjadi 9 Perkara)

Sehingga realisasinya adalah ^xloo%  = 122,22%.

Dari hasil tesebut dapat dihitung Capaiannya yaitu Relisasi dibagi dengan 

target, didapatkan hasil sebesar sebesar ^ ~ x lo o %  = 407,41%.

Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri untuk Indikator ini memiliki tingkat

pencapaian yang tinggi sehingga kedepannya memerlukan evaluasi kembali 

untuk penetepan targetnya.

A.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018
dengan target jangka menegah yang terdapat dalam dokumen 
perencanaan strategis organisasi

Indikator kinerja setiap tahun bertujuan untuk menggambarkan tugas, 

fungsi dan peran Pengadilan negeri Jakarta Barat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, jujur, serta akuntabel hal ini sebagaimana

diuraikan dalam indikator kinerja tahun 2018.
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Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2018 tersebut selanjutnya 

dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran 

tahunan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini menggambarkan kegiatan -  

kegiatan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur yang 

diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

Perbandingan realisasi kineija sampai dengan tahun 2018 terhadap target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 terhadap Rencana Jangka 
Menengah perencanaan strategis Pegadilan Negeri Jakarta Barat

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

100%
100%

95,14%
100%

95,14%
100%

b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

50%
80%

122,54%
95,49%

245,08%
119,36%

c. Persentase penurunan sisa
perkara:
- Perdata
- Pidana

80%
80%

-18,84%
31,67%

-23,55%
252,57%
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d Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum : 
Perdata 

Banding 
Kasasi
PK 

Pidana
Banding 
Kasasi
PK

e Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan dengan 
Diversi

f. Index responden pencari

75%
30%
70%

85%
30%
80%

111,47%
84%

125,81%

9%

111,87%
92%

88.23%

148,62%
280%

179,72%

0%

keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan

80% 77,08%

131,620%
306,67%
110,29%

0%

96,35%

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

menarik 
masyarakat yang

perhatian
dapat

diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
^  * m 1 •  ^  ^ m  < ^  i » .  »  ■ ■■>• *

I a. Persentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh para pihak 
Tepat Waktu

85% 72,19% 84,93%

b. Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui 15% 10% 66,67%

c. Persentase berkas perkara 
yang diajukan Banding, 
Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu

70% 59,70 85,29

d. Persentase Perkara yang 0 0 0



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA TARGET

----------- -- ~  ”  " "

REALISASI CAPAIAN

a. Persentase Perkara Prodeo 
yang diselesaikan 100% 100% 100%

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan

100% 0 0

c. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

SASARAN STARTEGIS 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA

Persentase 
Perdata 
(dieksekusi)

Putusan Perkara
yang Ditindaklanjuti

TARGET REALISASI

30% 122,22%

CAPAIAN

407,41%

Para pencari keadilan merasa terpenuhi adalah ketika semua unsur 

sasaran kegiatan telah terlaksana dengan baik yang didukung oleh SDM 

aparatur yang kompeten dan bertanggung jawab, serta didukung dengan 

anggaran yang cukup guna pelaksanaan dukungan, sehingga ketika pencari 

keadilan ingin mendapatkan haknya di pengadilan dengan mudah dicapai.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat optimis dapat melewati sasaran strategis 
yang telah ditetapkan dalam reviu renstra 2015-2019.

Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil di tahun berikutnya

maka Pengadilan Negeri Jakarta barat harus tetap mempersiapkan dan
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menata masing-masing bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 

yang antara lain :

1. Kepaniteraan Pidana

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat serta

penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, serta tatalaksana,

evaluasi dan pelaporan di lingkungan kepaniteraan pidana pada

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

2. Kepaniteraan Perdata

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat, 

penyusunan kebutuhan sarana, rencana anggaran yang dibutuhkan,

percepatan pelayanan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat

3. Kepaniteraan Hukum

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat serta 

penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, serta tatalaksana,

evaluasi dan pelaporan di lingkungan kepaniteraan Hukum pada

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

4. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

Tertatanya kepegawaian jabatan struktural dan jabatan fungsional, 

terciptanya disiplin kerja dengan digunakannya absen finger print yang 

terkoneksi langsung melalui database pada Pengaduilan Tinggi DKI, 

terciptanya perhitungan absen remunerasi, absen uang makan,

terciptanya kenaikan pangkat, cuti, KGB, dan tugas-tugas lainnya di 

lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

5. Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Terkelolanya keuangan yang akuntabel, transparan antara lain

terlaksanaya pembayaran gaji, kekurangan gaji, kenaikan gaji rapel, uang
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makan, remunerasi dan tunjangan lainnya di lingkungan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat. Terkelolanya pelayanan administrasi umum yang 

optimal Terlaksananya bidang pembinaan dan komunikasi kepada 

masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan perpustakaan, 

terdokumentasinya dan terdistribusinya surat-surat, terkelolanya 

perlengkapan sarana dan prasarana, Terlaksanaya pembinaan sikap 

mental keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, di lingkungan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

6. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan 

rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan 

statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dukumentasi serta

pelaporan.

A.4. Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan

/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel _________________

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

100%
100%

95,14%
100%

95,14%
100%

b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

50%
80%

122,54%
95,49%

245,08%
119,36%



c. Persentase penurunan sisa
perkara: 80% -18,84% -23,55%
- Perdata 80% 31,67% 252,57%
- Pidana___________________

d. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
Perdata
• Banding 75% 111,47% 148,62%
• Kasasi 30% 84% 280%
• PK 70% 125,81% 179,72%
Pidana
• Banding 85% 111,87% 131,62%
• Kasasi 30% 92% 306,67%
• PK 80% 88,23% 110,29%

e. Persentase Perkara Pidana Anak 9% 0% 0%
yang Diselesaikan dengan
Diversi

f. Index responden pencari 85% 77,08% 96,35%
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh para pihak Tepat 85% 72,19% 84,93%
Waktu

b. Persentase Perkara yang 15% 10% 66,67 %
Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi dan 
PK secara lengkap dan tepat 
waktu
- Perdata
- Pidana

100%
100%

62,15%
72.33%

62,15%
72,33%



d. Persentase Perkara yang
menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari 
setelah putus

0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 0 !

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

1% 0 0

c. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

SASARAN STARTEGIS 4

Meningkatnya Kepatuhan 1

INDIKATOR KINERJA

rerhadap 1

TARGET

’ utusan Pene

REALISASI

ladilan

CAPAIAN

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

30% 122,22% 407,41%

Didalam tabel pengukuran kinerja diatas dapat terlihat kinerja dari 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2018 yang dapat 

memenuhi dari target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari

komitmen para Unsur yang terdapat dalam Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat yaitu melayani dengan semboyan kerja Keras, kerja Cerdas, dan 

Ikhlas yang menjadi motifasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam
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meraih Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badan

Peradilan Umum. Sebagai perbandingan kinerja PN Jakarta Barat dari 

tahun ke tahun dapat dilihat dari capaian di tahun 2018 dan tahun- 

tahun sebelumnya;

Selain ada peningkatan dalam pencapaian sasaran, ada pula bebarapa

sasaran yang belum tercapai seperti untuk persentase sisa perkara

tahun sebelumnya yang diselesaikan pada perkara Perdata. Hal ini

disebabkan karena tingginya angka indicator yang telah ditetapkan

tanpa memperhatikan bahwa ada beberapa perkara yang memang

nyatanya tidak mudah untuk diselesaikan dikarenakan pemanggilan

pihak yang berperkara yang terkadang tidak hadir meski telah

dipanggil, hal ini menyebabkan akan tertundanya penyelesaian perkara.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan mereviu kembali 

sasaran dan target yang harus dicapai dengan mempertimbangan

beberapa aspek yang mendukung dalam pencapaian target.

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menganalisa beban 

kerja yang harus diselesaikan masih belum sesuai, dikarenakan beban 

perkara pertahun Perkara Perdata : 2.608 perkara sedangkan Perkara 

Pidana masuk keseluruhan sebanyak : 2.498 perkara yang didalamnya 

belum termasuk tindak pidana lalulintas sebanyak 191.655 Perkara 

sehingga total perkara pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat memeriksa dan mengadili sebanyak 5.102 perkara, jika 

dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera Pengganti serta Jurusita 

dan Jurusita Pengganti juga Staf Kepaniteraan maupun Staf 

Kesekretariataan maka jumlah perkara sejumlah tersebut diatas 

tidaklah sebanding dengan jumlah aparatur yang ada di Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat, hal ini dapat dilihat dari adanya rangkap jabatan

antara Staf kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang merangkap



menjadi Jurusita Pengganti , Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta

Barat membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini 

kami Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berkompoten untuk 

melakukan rekruitmen sumber daya manusia, akan tetapi kami 

mengajukan surat permintaan penambahan Pegawai Negeri Sipil 

kepada Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan analisa beban kerja. 

Rasio Perkara Terhadap Majelis

No.
JUMLAH
MAJELIS

JUMLAH
PERKARA MASUK

RASIO PERKARA 
TERHADAP MAJELIS

KET.

1. Jumlah 
Majelis 
Hakim 11 
Majelis (29
Orang)

Perkara Perdata : - 
Gugatan : 950 
Perkara 
Permohonan :
1.596 Perkara 
Gugatan sederhana 
: 36 Perkara 
Perkara Pidana : 
2.498 Perkara

Perkara Perdata :
Gugatan :
950 perkara : 11 Majelis 
= 86,36 perkara/Majelis= 
28,79 perkara/hakim 
Permohonan : 1.596 

Perkara : 31 Hakim = 
51,48 Perkara/hakim 
Gugatan Sederhana : 
36 perkara : 31 Hakim = 
1,16 perkara/Hakim 
Perkara Pidana : 
2.498 Perkara : 11 
Majelis = 227,09 
perkara/majelis: 3 = 75 
Perkara/hakim

Pegawai Negeri Sipil yang kami butuhkan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pada bidang IT :

a. Kepaniteraan Muda Perdata sebanyak : 2 (dua) orang

b. Kepaniteraan Muda Hukum sebanyak : 2 (dua) orang

c. Kepaniteraan Muda Pidana sebanyak : 5(lima) orang

d. Sub. Bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana: 2 (dua)

orang

e. Sub. Bagian PTTP : 2(dua) orang

f. Sub. Bagian Umum dan Keuangan : 2 (dua) orang

2. Pegawai Negeri Sipil pada bidang Administrasi:
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a. Kepaniteraan Muda Perdata sebanyak

b. Kepaniteraan Muda Hukum sebanyak

c. Kepaniteraan Muda Pidana sebanyak

: 5 (lima) orang 

: 3 (tiga) orang 

: 5(lima) orang

d. Sub. Bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana : 2 (dua)

A.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki 

Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan dalam pencapaian

yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 

diantaranya adalah 3 (tiga) program yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI. Untuk dilaksanakan oleh Pengadilan sebagai 

ekstraksi dari berbagai kebijakan yang telah dicanangkan secara efektif 

dan efisien yaitu:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN 

TUGAS TEKNIS LAINYA MAHKAMAH AGUNG;

- Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan

Badan Urusan Administrasi

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Tersedianya Sistem

Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan 

Prima pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Program ini mencakup 

beberapa hal yaitu :

a. Layanan Dukungan Manajemen Satker yang didalamnya mencakup 

penyediaan anggaran untuk Koordinasi, Konsultasi serta Rapat 

Dinas.

b. Gaji dan Tunjangan, mendukung dalam hal pembayaran gaji dan 

tunjangan untuk pegawai.

orang

e. Sub. Bagian PTIP : 2 (dua) orang
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c. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, merupakan dukungan

untuk terselenggaranya kegiatan dan operasional sehari-hari

sehingga akan menunjang keamanan, kenyamanan dalam bekerja 

dan menfasilitasi dengan perangkat yang mumpuni dan menjaga 

tetap beroperasi dengan normal.

2. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan 

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal 

penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas 

masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang 

dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pelaksanaan 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyediaan Posyankum

2. Pendaftaran Perkara

3. Pemeriksaan siding di Pengadilan

4. Minutasi

5. Pengiriman Salinan Putusan

6. Pengiriman perpanjangan penahanan

7. Penanganan Perkara Upaya Hukum di Pengadilan

8. Pembebasan Biaya Perkara

3.

4. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR MA

- Peningkatan Nominal Alokasi Anggaran Satuan Kerja dibawah

Mahkamah Agung yang signifikan;

Dengan peningkatan Pagu Anggaran bagi Program Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana Aparatur MA yang tetapkan oleh Mahkamah Agung 

melalui Badan Urusan Anggaran diharapkan akan menjadikan Aparatur

MA di Satker PN Jakarta Barat menjadi lebih sejahtera dan tercukupi,
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sehingga Pelayanan bagi Masyarakat Pencari Keadilan dapat lebih 

ditingkatkan hal ini sejalan dengan ditambahnya Sarana berupa Laptop, 

CPU Komputer, Printer, Server, dan hal-hal yang bersifat menunjang 

lainnya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara, dan 

Prasarana yang berupa Tunjangan dan Honorarium bagi petugas 

pelaksana untuk memotivasi semangat dalam pelayanan masyarakat,

Ketiga Program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah 

diterapkan dan dijadikan acuan guna mewujudkan tujuan PN Jakarta 

Barat didalam Reviu RENSTRA Tahun 2015 -  2019 yaitu :

Tujuan 1 : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 

Tujuan 2 : Meningkatkan kepercayaan Pencari Keadilan terhadap Pengadilan. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat selalu

berkomitmen dengan sebaik-baiknya seiring sejalan dengan Reformasi 

Birokrasi Mahkamah Agung RI yang memiliki tujuan mulia yaitu 

"mewujudkan badan peradilan yang agung" yang mana diharapkan 

pengadilan menjadi sahabat bagi masyarakat terutama bagi para pencari 

keadilan,

Pengadilan Negeri Jakarta Barat turut serta aktif dalam memerangi "Mafia 

Keadilan"dan hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat Pengadilan di

mata khalayak umum (Masyarakat) dengan dilaksanakannya Pencanangan 

Zona Integritas, Penandatanganan Pakta Integritas, serta demi terwujudnya 

Wilayah Bebas dari Korupsi, Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

Dalam Kurun Tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah berhasil 

mewujudkan realisasi terhadap persentase responden yang puas terhadap 

proses peradilan hal ini terlihat dalam table dibawah ini:
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Indikator Kinerja
Target
2018

%

Realisasi
2018

%

Capaian%

2018 2017 2016 2015
Persentase 
responden yang 
puas terhadap 
proses peradilan

80 77,08 96,35 95,57 102,38 124,8

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendapat alokasi 

anggaran terdiri dari 2 DIPA yaitu :

1. DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 

23.554.837.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh empat 

juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

2. DIPA 03 ( Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI) 

sebesar Rp. 670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh 

ribu rupiah)

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

A. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran 

sebesar Rp. 20.055.980.000,- (dua puluh m ilyar lima puluh Uma juta  

Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Realisasi Anggaran

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

No
1

2

3

4

jenis belanja
Beianja 
Pokok PNS

Gaji
Pag u

6.361.168.000

Beianja
Pembulatan 86.000

Belanja 
Tunjangan 
Suami/Istri PNS

505.326.000

5

Belanja
Tunjangan Anak
PNS

realisasi sisa

6.361.167.800 200

76.368

505.324.180

Belanja
Tunjangan

6 Belanja
Tunjangan

114.879.000

58.680.000

10.084.640.000

114.872.760

58.675.000

9.632

1.820

6.240

5.000

persentase

99,99 %

88,80 %

99,99 %

99,99 %

10.084.640.000 0

99,99%

100 %



Funqsional PNS
7 Belanja

Tunjangan PPH 
PNS

1.563.315.000 1.563.311.390 3.610 99,99 %

8 Belanja 
Tunjangan 
Beras PNS

277.010.000 277.006.500 3.500 99,99 %

9 Belanja Uang 
Makan PNS

1.055.776.000 963.767.779 92.008.221 91,29 %

10 Belanja 
Tunjangan 
Umum PNS

35.100.000 35.100.000 0 100 %

jumlah 20.055.980.000 19.963.941.777 92.038.223 99,54 %
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B. Untuk Belanja Non Operasional Perkantoran mendapat anggaran 

sebesar Rp.44.278.000,- (empat puluh empat ju ta dua ratus tujuh puluh 

delapan ribu rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional

Perkantoran sebagai berikut:

1 Belanja bahan 8.158.000 8.032.225 125.775 98,46 %
2 Belanja Perjalanan

Dinas dalam Kota______ 19.800.000 19.800.000 0 100,00 %



3 Belanja perjalanan 
dinas paket meeting 
dalam kota

—

14.000.000 13.800.000 200.000 98,57 %

4 Belanja perjalanan 
dinas paket meeting 
luar kota

2.320.000 2.320.000 0 100,00 %

jumlah 44.278.000 43.952.225 325.775 99,26 °/o

B Pagu B Realisasi Sisa
o  oo oo  o
d do oCO COd d

C. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

mendapat anggaran sebesar Rp. 3.267.079.000,- (tiga m iiyar dua ratus 

enam puluh tujuh ju ta  tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Realisasi 

Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

sebagai berikut;

no jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

i Belanja Biaya 
Pemeliharaan Gedung 
dan Banqunan

371.237.000 371.159.008 77.992 99,98 %

2 Belanja Biaya 
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

546.940.000 545.247.372 1.692.628 99,69 %

3 Belanja Keperluan 
Perkantoran________

1.136.142.000 1.130.209.200 5.932.800 99,48 %
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4 Belanja Langganan 
Listrik

906.000.000 905.096.416 903.584 99,90 %

5 Belanja Langganan 
Telepon

19.800.000 19.469.801 330.199 98,33 %

6 Belanja pengiriman 
surat dinas pos pusat

9.600.000 9.595.000 5.000 99,95 %

7 Honor Operasional 
Satuan Kerja

64.560.000 63.060.000 1.500.000 97,68 %

8 Belanja Barang untuk 
Persediaan Barang
Konsumsi

212.800.000 212.787.355 12.645 99,99 %

jumlah 3.267.079.000 3.256.624.152 10.454.848 99,68 %
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II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mendapat anggaran sebesar

Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh ju ta lima ratus ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai 

berikut:

olah Data dan Komunikasi

jenis belanja Pagu realisasi sisa

Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin

iumlah

187.500.000 186.470.000 1.030.000

187.500.000 186.470.000 1.030.000 99.45 %
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200. 000.000
180.000.000
160.000.000
140.000. 000
120. 000.  000
100. 000.000

80.000.000
60.000.000
40.000. 000
20.000.  000

0

187.500.000 186.470.000

1.030.000

Beianja Modal Peralatan dan Mesin

■ Pagu ■ Realisasi Sisa

Dari Program-pragram tersebut berikut rekap Realisasi Nomor DIPA : 

005.01.2.097488 Badan Urusan Administrasi:

noj jen is  be lanja pagu Realisasi sisa persentase

1 Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan Pegawai 20.055.980.000 19.963.941.777 92.038.223 99,54 %

2 Belanja Non
Operasional
Perkantoran

44.278.000 43.952.225 325.775 99,26 %

3 Penyelenggaraan 
Operasional dan 
Pemeliharaan 
Perkantoran

3.267.079.000 3.256.624.152 10.454.848 99,68 %

4 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana

187.500.000 186.470.000 1.030.000 99,45 %

JUMLAH 23.554.837.000 23.450.988.154 103.848.846 99,56 %
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P E M B A Y A R A N  GAJ I  
DA N T U N J A N G A N  

P E G A W A I

B E L A N J A  NON 
O P E R A S I O N A L  
P E R K A N T O R A N

P E N Y E L E N G G A R A A N  
O P E R A S I O N A L  DAN 

P E M E L I H A R A A N  
P E R K A N T O R A N

P R O G R A M  
P E N I N G K A T A N  
S A R A N A  DAN 
P R A S A R A N A

■ Pagu ■ Realisasi £ Sisa

III. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor Dipa

005.03.2.099064 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat

Pagu Definitif sebesar Rp.670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta  

lima puluh ribu rupiah) Anggaran Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum Sebaqai berikut :

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

no jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

i belanja jasa konsultan 72.000.000 72.000.000 0 100%

jumlah 72.000.000 72.000.000 0 100%

■ Pagu »Realisasi Sisa
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- Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan

banding yang tepat waktu

no jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

i Belanja Pengiriman surat 
dan dinas pos pusat

1.120.000 1.120.000 0 100,00 %

2 Belanja Bahan 285.980.000 285.879.875 125 99,97 %
3 Belanja Barang Untuk 

Persediaan Barang 
Konsumsi

282.800.000 282.777.185 22.815 99,99 %

4 Belanja Perjalanan Dinas 
dalam kota

23.800.000 23.800.000 0 100,00 %

jumlah 593.700.000 593.677.060 22.940 99,99 %
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■ Pagu ■ Realisasi Sisa

- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya

perkara di wilayah DKI Jakarta

no jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

i Belanja Bahan 800.000 480.000 320.000 60%

2
Belanja Barang Untuk 
Persediaan Barang 
Konsumsi

400.000 240.000 160.000 60 %

3 Belanja Jasa Profesi 750.000 0 750.000 0%
4 Belanja Perjalanan biasa 1.600.000 960.000 640.000 60 %

5
Belanja barang non 
operasional lainnya 800.000

----------------------  -  -  -  -

—

0

—

800.000 0 %

jumlah 4.350.000 1.680.000 2.670.000 38,62 %
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Pagu Realisasi Sisa

IV. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2018

no dipa pagu realisasi persentase
i DIPA

BUA
005.01.2.097488 23.554.837.000 23.450.988.154 99,56 %

~2 DIPA 005.03.2.099054 
BADILUM

670.050.000 667.357.060 99,60 %
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BAB IV

A. KESIMPULAN

PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa delapan belas Indikator 

Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Kinerja Tahun 2018 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat nilai pencapaian rata-rata 514,99% namun masih ada 

bebarap indicator yang belum tercapai pada tahun 2018 dan diperlukan 

untuk penghitungan penetapan target kembali.

Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya 

komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk 

berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum 

secara nasional. Keberhasilan dan ketidak berhasilan capaian kinerja 

sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu dicermati guna 

peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan efisiensi 

dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2018 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja 

yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta sebagai 

wujud tranparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang

diembannya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang 

bersih dan berwibawa, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan

pencapaian tujuan dan visi pada dari tahun ke tahun berikutnya. Namun 

disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang
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maksimal, akan tetapi kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah 

diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya 

berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan 

terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum sebagaimana 

diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2018 seperti 

keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM, 

keterbatasan prasarana dan sarana akan diantisipasi di tahun 2019 dengan 

akan terus mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang

direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian

pengadaan barang/jasa pemerintah, Kearsipan, Jurusita dan Jurusita 

Pengganti, Panitera Pengganti dan lain sebagainya.

Pada bidang kinerja pelayanan publik telah dilakukan perbaikan 

dan penyempurnaan pelaksanaan tugas, di antaranya dengan memberikan 

pelayanan prima dalam penerimaan perkara, pemanggilan para pihak, 

meningkatkan disiplin pelaksanaan persidangan, meningkatkan ketepatan 

waktu dalam memberikan produk pengadilan yang dibutuhkan masyarakat, 

serta membuka secara luas akses masyarakat terhadap informasi 

pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 2011 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mulai menerima pengaduan 

masyarakat sehubungan dengan jalannya proses peradilan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

adalah sebagai berikut:

1. Aspek Proses Peradilan

• Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat relatif sudah dapat diunduh / 

diakses cepat oleh masyarakat sehingga sekarang masyarakat sudah

mulai merasa puas.
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• Mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat 

pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

belum optimal.

• Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi eksternal

maupun internal dalam proses penyelesaian administrasi perkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradian.

• Rekruitmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat.

• Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

yang sesuai dengan kompetensinya.

• Pengadian Negeri Jakarta Barat tidak memiliki izin dan anggaran yang 

cukup untuk merekrut tenaga khusus sesuai dengan kebutuhan

Pengadilan diluar rekruitmen PNS.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

• Belum adanya sistem pemberian reward kepada pegawai yang 

berprestasi.

• Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi 

informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

• Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah ada 

dan tersedia namun masih perlu penyempurnaan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari pusat

belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

Menyadari sifat ephemira! (keterbatasan dalam berbagai hal), kami 

yakin laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip 

tranparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun harapan kami 

semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat 

gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta
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Barat dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas 

dalam memberikan pelayanan hukum kepada mayarakat maupun pengelolaan 

prasarana dan sarana. Mudah-mudahan di masa datang dengan masukan dari 

masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKjIP ini, 

penyempurnaan akan terus dilakukan.

Dengan melihat berbagai permasalahan diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa sebagian besar permasalahan dapat diatasi dengan 

pemecahan sebagai berikut:

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan

Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI 

untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran 

operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, 

dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat.

2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para

personil/pegawai Peradilan Umum, maka dimohonkan pada Mahkamah 

Agung RI melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara terus-menerus 

dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis yang 

lebih khusus pengembangan bidang IT.

3. Dimohonkan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI

untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil 

pada Pengadian Negeri Jakarta Barat dengan jumlah SDM 115 Pegawai 

dan tidak seimbang dengan volume perkara dari tahun-ketahun mengalami 

peningkatan.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2. Rencana Kinerja 2018, 2019

3. Reviu Matriks Renstra 2015-2019

4. SK Penyusunan Reviu IKU, PKT 2018, RKT 2018, RKT 2019, RENSTRA

2015 -  2019 dan Penyusunan LKjIP 2018
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C. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

mendapat anggaran sebesar Rp. 3.267.079.000,- (tiga mityar dua ratus



4 Belanja Langganan
Listrik

906.000.000 905.096.416 903.584 99,90 %

5 Belanja Langganan 
Telepon

19.800.000 19.469.801 330.199 98,33 %

6 Belanja pengiriman 
surat dinas pos pusat

9.600.000 9.595.000 5.000 99,95 %

7 Honor Operasional 
Satuan Kerja

64.560.000 63.060.000 1.500.000 97,68 %

8 Belanja Barang untuk 
Persediaan Barang 
Konsumsi

212.800.000 212.787.355 12.645 99,99 %

jumlah 3.267.079.000 3.256.624.152 10.454.848 99,68 %

Realisasi
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II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mendapat anggaran sebesar 

Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh ju ta  lim a ratus ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai 

berikut:

- Pengolah Data dan Komunikasi
no
i

jenis belanja
Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin

Pagu
187.500.000

realisasi
186.470.000

sisa
1.030.000

persentase

99,45 %

jumlah 187.500.000 186.470.000 1.030.000 99,45 %
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1.030.000

200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000. 000
120.000.  000 
100. 000.000

80.000.000
60.000.000
40.000. 000
20.000.  000

0

187.500.000 186.470.000

Beianja Modal Peralatan dan Mesin

B Pagu B Realisasi Sisa

Dari Program-pragram tersebut berikut rekap Realisasi Nomor DIPA : 

005.01.2.097488 Badan Urusan Administrasi :
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P E M B A Y A R A N  GAJ I  
DA N T U N J A N G A N  

P E G A W A I

B E L A N J A  NON 
O P E R A S I O N A L  
P E R K A N T O R A N

P E N Y E L E N G G A R A A N  
O P E R A S I O N A L  DAN 

P E M E L I H A R A A N  
P E R K A N T O R A N

P R O G R A M  
P E N I N G K A T A N  
S A R A N A  DAN 
P R A S A R A N A

Pagu ■ Realisasi Sisa

III. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor Dipa

005.03.2.099064 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat 

Pagu Definitif sebesar Rp.670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta  

lima puluh ribu rupiah) Anggaran Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum Sebaaai berikut :

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

no jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

i belanja jasa konsultan 72.000.000 72.000.000 0 100%

jumlah 72.000.000 72.000.000 0 100%

■  Pagu ■ Realisasi n Sisa
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- Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan

banding yang tepat waktu

no jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

i Belanja Pengiriman surat 
dan dinas pos pusat

1.120.000 1.120.000 0 100,00 %

2 Belanja Bahan 285.980.000 285.879.875 125 99,97 %
3 Belanja Barang Untuk 

Persediaan Barang 
Konsumsi

282.800.000 282.777.185 22.815 99,99 %

4 Belanja Perjalanan Dinas 
dalam kota

23.800.000 23.800.000 0 100,00 %

jumlah 593.700.000 593.677.060 22.940 99,99 %

■ Pagu ■ Realisasi Sisa

- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya

perkara di wilayah DKI Jakarta

no jenis belanja pagu realisasi sisa persentase

i Belanja Bahan 800.000 480.000 320.000 60 %

2
Belanja Barang Untuk 
Persediaan Barang 
Konsumsi

400.000 240.000 160.000 60%

3 Belanja Jasa Profesi 750.000 0 750.000 0 %
4 Belanja Perjalanan biasa 1.600.000 960.000 640.000 60 %

5
Belanja barang non 
operasional lainnya 800.000 0 800.000 0%

jumlah 4.350.000 1.680.000 2.670.000 38,62 %



ooodo10

Pagu Realisasi Sisa

IV. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2018

no dipa pagu realisasi persentase
i DIPA 005.01.2.097488 

BUA
23.554.837.000 23.450.988.154 99,56 %

2 DIPA 005.03.2.099064 
BADILUM

670.050.000 667.357.060 99,60 %

Pagu »Realisasi Sisa
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa delapan belas Indikator 

Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Kinerja Tahun 2018 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat nilai pencapaian rata-rata 514,99% namun masih ada 

bebarap indicator yang belum tercapai pada tahun 2018 dan diperlukan 

untuk penghitungan penetapan target kembali.

Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya 

komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk 

berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum 

secara nasional. Keberhasilan dan ketidak berhasilan capaian kinerja 

sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu dicermati guna 

peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan efisiensi 

dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2018 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja 

yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta sebagai 

wujud tranparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang 

diembannya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang 

bersih dan berwibawa, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan

pencapaian tujuan dan visi pada dari tahun ke tahun berikutnya. Namun 

disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang
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maksimal, akan tetapi kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah 

diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar,

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya 

berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan 

terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum sebagaimana 

diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2018 seperti 

keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM, 

keterbatasan prasarana dan sarana akan diantisipasi di tahun 2019 dengan 

akan terus mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian 

pengadaan barang/jasa pemerintah, Kearsipan, Jurusita dan Jurusita 

Pengganti, Panitera Pengganti dan lain sebagainya.

Pada bidang kinerja pelayanan publik telah dilakukan perbaikan 

dan penyempurnaan pelaksanaan tugas, di antaranya dengan memberikan

pelayanan prima dalam penerimaan perkara, pemanggilan para pihak, 

meningkatkan disiplin pelaksanaan persidangan, meningkatkan ketepatan 

waktu dalam memberikan produk pengadilan yang dibutuhkan masyarakat, 

serta membuka secara luas akses masyarakat terhadap informasi 

pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 2011 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mulai menerima pengaduan 

masyarakat sehubungan dengan jalannya proses peradilan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

adalah sebagai berikut:

1. Aspek Proses Peradilan

• Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat relatif sudah dapat diunduh / 

diakses cepat oleh masyarakat sehingga sekarang masyarakat sudah 

mulai merasa puas.



LKjIP Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2018

* Mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat 

pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

belum optimal.

• Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi eksternal 

maupun internal dalam proses penyelesaian administrasi perkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradian.

• Rekruitmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat.

• Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

yang sesuai dengan kompetensinya.

• Pengadian Negeri Jakarta Barat tidak memiliki izin dan anggaran yang 

cukup untuk merekrut tenaga khusus sesuai dengan kebutuhan

Pengadilan diluar rekruitmen PNS.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

• Belum adanya sistem pemberian reward kepada pegawai yang 

berprestasi.

• Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi 

informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

• Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah ada 

dan tersedia namun masih perlu penyempurnaan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari pusat

belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

Menyadari sifat ephemiral (keterbatasan dalam berbagai hal), kami 

yakin laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip 

tranparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun harapan kami

semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat 

gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta



Barat dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas

dalam memberikan pelayanan hukum kepada mayarakat maupun pengelolaan

prasarana dan sarana. Mudah-mudahan di masa datang dengan masukan dari 

masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKjIP ini, 

penyempurnaan akan terus dilakukan.

Dengan melihat berbagai permasalahan diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa sebagian besar permasalahan dapat diatasi dengan

pemecahan sebagai berikut:

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan 

Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI

untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran

operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, 

dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat.

2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para

personil/pegawai Peradilan Umum, maka dimohonkan pada Mahkamah 

Agung RI melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara terus-menerus 

dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis yang 

lebih khusus pengembangan bidang IT.

3. Dimohonkan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI

untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil 

pada Pengadian Negeri Jakarta Barat dengan jumlah SDM 115 Pegawai 

dan tidak seimbang dengan volume perkara dari tahun-ketahun mengalami 

peningkatan.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2. Rencana Kinerja 2018, 2019

3. Reviu Matriks Renstra 2015-2019

4. SK Penyusunan Reviu IKU, PKT 2018, RKT 2018, RKT 2019, RENSTRA

2015 -  2019 dan Penyusunan LKjIP 2018
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah in i:

Nama : H. SUMPENO, SH., MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. H. MUH. DAMING SUNUSi, SH., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 
jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinefja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

, SH., M.Hum 
197802 1 001

Jakarta, 22 Januari 2018

PIHAK PERTAMA

H. SUMPENO, SH., MH 
NIP. 19590908 198612 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Nama Jabatan 
Unit Keria

: Ketua
: Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

Terwujudnya
Peradilan yang

Proses
pasti,

transparan dan akuntabel.

a. Persentase
diselesaikan 
- Perdata

b

c

d

e

f.

Peningkatan
Pengelolaan
Perkara.

Efektivitas 
Penyelesaian

perkara yang

- Pidana
Persentase perkara:
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu
Persentase penurunan 
perkara:
- Perdata
- Pidana

perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
Persentase Perkara Pidana Anak 
yang diselesaikan dengan Diversi. 
Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan.

Persentase 
diterima oleh 
waktu.
Persentase

putusan yang
para pihak tepat

perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi.
Persentase berkas perkara Kasasi,

dan Grasi yang putus yang 
diterima oleh para pihak.

100 %

100 %



rL .

3

s

4.

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat 
Miskin dan Terpinggirkan.

Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan Pengadilan

s,

b

c.

Persentase Perkara Prodeo yang 
diselesaikan.

di
perkara

luar
yang

Gedung
Persentase 
diselesaikan 
Pengadilan.
Persentase 
Golongan Tertentu yang mendapat 
Layanan 
(Posbakum)

Pencari Keadilan

Bantuan Hukum

Persentase 
Perdata

Putusan Perkara
yang Ditindaklanjuti

(di eksekusi).

100 %

100 %

Jakarta, 22 Januari 2018
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan 
akuntabei serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah in i:

Nama : T AVI P BWIYATMIK9, 8H;; MH.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : R. SUMPENO, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut P ihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, daiam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak- Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaiuasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan daiam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, \io Januari 2018

Pihak Pertama

IP DWIYATMfKOTSH., MH.
NIP, 19641110 1B87031 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

SASARAN INDIKATOR TARGET

Mewujudkan Proses Peradilan yang 
Pasti, Transparan dan Akuntabel

S;SS perkara yang
diselesaikan

Pidana
yang diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

f, index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan

2 Meningkatan Efektivitas Pengeioiaan 
Penyelesaian Perkara

Persentase isi Putusan Yang Diterima 
Oleh para pihak Tepat Waktu

:

melalui Mediasi
Perkara yang Diselesaikan

o. berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi dan PK secara

kap dan tepat waktu
Perdata
Pidana

15

70



Peningkatan Manajemen Peradifan Umum 03 Rp. 670.050.000,- (enam ratu« tujuh
puluh juta lima puluh ribu rupiah)

Jakarta, jfc> Januari 2018

Pihak Pertama



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

PERJANJIAN  KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan 
akuntabel seria berorientasi pada hasii, kami yang bertanda tangan di bawah in i:

Nama : ROSF1ANA, SH„ MH

Jabatan : Kepaia Bagian Umum Pengadiian Negeri Jakarta Barat. 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : H. SUMPENO, SR , MH.

Jabatan : Ketua Pengadiian Negeri Jakarta Barat

Seiaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari pedanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ik Januari 2018

Pihak Kedua
Ketua P e

Pihak P
egeri Jakarta Barat Sekret' aris

, S R , MH.
8198612 1 001

ama

ROSFiANA,® R, MH 
NIP. 19640612 198703 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

v-
:
t
•L.
S
5

Vr

w

'

1.

2.

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya
Koordinasi,
Pembinaan

a Penyusunan Program
kerja kesekretariatan

dan i b. Persentase pelaksanaan administrasi
Pengawasan dalam kesekretariatan

tugas j c.
dibidang non teknis I dan evaluasi

monitoring

Peningkatan 
dan
aparatur

id. penyajian laporan
administrasi kesekretariatan

i a
!
b

Persentase pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa

sarana dan 
prasarana sesuai dengan anggaran 
yang ada didalam DIPA (Daftar Isian

TARGET

Pelaksanaan Anggaran)
aparatur dan pencari keadilan

95%

95%

i.

2.

Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan BUA 01

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 01.02

Rp. 19.384.444.000, (Sembiian
belas mi Iya r tiga ratus delapan
puluh empat juta empat ratus empat 
ouSu empat ribu rupiah)
Rp- 441.300.000,-. (empat ratus
empat puluh satu juta tiga ratus ribu 
rupiah)

Jakarta, &  Januari 2018
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R E VIU RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

TAHUN 2018

SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN

*  •  •

I ft

a Persentase sisa
diselesaikan:

Perdata

perkara yang
100%

Penyelesaian sisa 
perkara pidana dan
perdata

Pidana 100%
Penyelesaian perkara
pidana dan perdata

• •

b Persentase perkara 
Perdata 
Pidana

50%
80%

Penurunan sisa perkara 
pidana dan perdata

T erwujudnya 
Proses
Peradilan yang 
Pasti,
T ransparan 
dan Akuntabel

yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara:
Perdata

» Y f  • «•#

80%
► • K

Pidana
80%

Peningkatan
Manajemen I Perkara pidana dan 
Peradilan perdata yang tidak 

Umum I mengajukan upaya

hukum
i  m «  *  «  k  -

d. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum : 
Perdata

perkara Pidana Anak 
yang diselesaikan 
dengan Diversi

»  .  .

Banding 70%

Kasasi 30%

PK 70%

Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 

peradilan

1 •

»  *  —  •  *

INDIKATOR
KEGIATAN

Terselenggaran
ya administrasi 
dan
pengelolaan 
keuangan BUA

ww  ■ •  —  ■ “  »  »  ■  •  v —  w ■  ”  »  »  —  ■  »  —  "  »  -  r »  ■ w  —  ^  ̂ »  *  ■ ■ — —

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana
Aparatur 01.02

t  « * ' t *  Y

Terselenggara
nya tertib
admnistrasi
perkara
dilingkungan
peradilan
umum

TARGET ANGG
ARAN
(RP)

(O
l)
00
■I*

o
98% o

o>
98% o

T  *

o>

Oi
o

95%



Pidana
Banding
Kasasi

70%
« V f r M

30%
PK 75%

e. Persentase Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan dengan Diversi 9%

f. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan 80%

a. Persentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu 85%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
akses
Peradilan bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan

b. Persentase Perkara
Diselesaikan melalui Mediasi
c.

yang 15%
•  » » t # » «  «  • *

Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu 
- Perdata

70%

- Pidana 70%

d. Persentase Perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 hari setelah
putus

0

f  •

a. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

• *



l '  «  -v‘  *  .

WTVV;'.'-- ̂ l  ■ ;

;.*v* « ", % ••/.. ,. v . ' . ’ ■ . ,.-. ■ ■■ ••

Isi Putusan yang 
diterima oleh para 
pihak Tepat waktu

Perkara yang 
diselesaikan melalui
mediasi
berkas perkara yang 
diajukan
banding, Kasasi dan PK 
secara lengkap dan 
tepat waktu
putusan perkara yang
menarik masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah 
iDUtusan

perkara prodeo yang 
diseleaikan



Meningkatnya 
Kepatuhan 
T erhadap 
Putusan 
Pengadilan

I t # '"t

b. Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

1%

100%

30%



‘»iri

Jakarta, Januari 2018
(.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat ̂

H. SUMPENO, SH■ r
NIP. 19590908 198612 1 001





RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

TAHUN 2019

SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN

• «  *  < ■ « ■  * # # »

Persentasea.
diselesaikan :

sisa perkara yang
100%

Perdata

Penyelesaian sisa 
perkara pidana dan 
perdata

m * Ä t %

Pidana 100%
Penyelesaian perkara 
pidana dan perdata

b. Persentase perkara : 
Perdata

• i

• t *  f < * *  t ' * M

Terwujudnya
Proses
Peradilan yang 
Pasti,
T ransparan 
dan Akuntabel

Pidana
yang diselesaikan tepat waktu

55%
85%

Penurunan sisa perkara 
pidana dan perdata

•  t «  •

c. Persentase penurunan sisa perkara 
Perdata 80%

Peningkatan Perkara pidana dan

Manajemen

Peradilan
Pidana

80% Umum

perdata yang tidak 
mengajukan upaya
hukum

•  •

d. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum 
Perdata

perkara Pidana Anak 
yang diselesaikan 
dengan Diversi

Banding 85%

Kasasi 30%

Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan
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PK 80%

Pidana
Banding 85%
If**»** ••

Kasasi 
PK

30%
85%

e. Persentase Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan dengan Diversi 9%

f  9  flV f 9 *  A  if f  f*t

f Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan

80%

a. Persentase Isi Putusan Yang
Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

85%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
akses
Peradilan bagi 
masyarakat
miskin dan 
terpinggirkan

b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui Mediasi 16%

c. Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu 
- Perdata

100%
• • • » M

Pidana 100%
d. Persentase Perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 hari setelah

0

a. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%
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peradilan
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Isi Putusan yang 
diterima oleh para
pihak Tepat waktu

* •

Perkara yang 
diselesaikan melalui
mediasi
berkas perkara yang 
diajukan
banding,Kasasi dan PK 
secara lengkap dan 
tepat waktu________
putusan perkara yang 
menarik masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah

perkara prodeo yang 
diseleaikan

umum



Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

» »  — t — 1 * 1 1 1  ■

b. Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 1%

c. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan 100%

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

30%



- Biaya 
Perkara

perkara yang
diselesaikan diluar 
gedung Pengadilan

Pencari keadilan

layanan bantuan 
Hukum (Posbakum)

Putusan Perkara 
Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(Eksekusi)

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

- Biaya 
Eksekusi

Jakarta. Januari 2019

SUGIYANTO, SH.
NIP. 19671124 199212 1 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS I A KHUSUS

Nomor : W10-U2i 92C  /KP.02.1/12/2018

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan kinerja Pengadilan
Negeri Jakarta Barat perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, dipandang
perlu untuk menunjuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

c. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Lampiran Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2 X 9  tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2X 5  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

7. Peraturan Presiden Ri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung;

8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja instansi Pemerintah;



-

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI
Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 
Kinerja Utama;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tenteng Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018
tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjiP Tahun 2018 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS I A KHUSUS TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 
KELAS I A KHUSUS.

KESATU

KEDUA

KETIGA

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I 
A khusus Nomor W10-U2/235/KP.02.1/11/2017 tanggal 27 November 2017
tentang Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus.

Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan 
ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU).

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemuaian hari terdapat kekeliruan dalam Surat 
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Desember 2018

1YANTO, SH
71124199212 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 
NOMOR : W10-U2/ 3-£-0 /KP .01 /12/2018 
TANGGAL : !£- DESEMBER 2018
TENTANG PENUNJUKAN TIM REV1U INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI JAKARTA 3 A RAT 
KELAS IA  KHUSUS

TIM REViU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

NAMA JABATAN

SUGIYANTO, SH KETUA

ERWIN DJONG, SH., MH WAKIL KETUA

JABATAN DALAM

PEMBINA

KETUA TIM

i TAVIP DWYATMIKO, SH.. MH PANITERA SEKRETARIS I

MUHAMMAD AKHZAN, SH., MH SEKRETARIS SEKRETARIS II

NURHAYANI, SH., MH KEPALA BAGIAN
UMUM KOORDINATOR

U N DA WAT! SERIKIT, SH., MH PANITERA MUDA
PIDANA

ANGGOTA

i SUMARDIYANTA, SH.. MH PANITERA MUDA
PERDATA ANGGOTA

I JARA LUMBAN RAJA, SH., MH PANITERA MUDA
HUKUM ANGGOTA

YUSTISIA ANAS, SE., MH
KASUBBAG TATA 

USAHA DAN
KEUANGAN

ANGGOTA

MINTARTININGSIH

KASUBBAG 
KEPEGAWAIAN, 

ORGANISASI DAN
TATALAKSANA

ANGGOTA

KOMARUD1N,

KASUBBAG
PERENCANAAN,

TEKNOLOGI
INFORMASI DAN 

PELAPORAN

ANGGOTA

SUGIYANTO, SH  
NIP? 19671124-1992121 O K



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS I A KHUSUS

NOMOR : W10-U2/ 0\ /KP.02.1/1/2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENSTRA 2020-2024, REVIU RENCANA KERJA 
TAHUNAN (RKT) 2019, PENYUSUNAN KINERJA TAHUNAN (RKT) 2020, 

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2019 
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan kinerja
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A  Khusus perlu 
dilakukan Reviu Renstra 2020 - 2024, Reviu Rencana Kerja 
Tahunan (RKT) 2019, Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 
(RKT) 2020 dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
Kelas l A  Khusus;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas,
dipandang periu untuk menunjuk Tim Reviu Renstra 2020 - 
2024, Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019, 
Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020,
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA  Khusus.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung;

Undang - Undang RI Nomor RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman;

Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Umum;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



Memperhatikan :

Menetapkan

Kesatu

6. Peraturan Pemerintah R! Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2004 - 2009;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
RI Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemeimtah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan 
Indikator Kinerja Utama;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
W 10-U/6697/OT.01.2/11/2018 tanggal 23 November 2018
tentang Penyampaian Surat Sekretaris Mahkamah Agung 
tentang Penyampaian LKJIP .

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 
JAKARTA BARAT TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU 
RENSTRA 2015-2019, REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN 
(RKT) 2018, PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 
2019, PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH (LKJIP) 2018 PADA PENGADILAN NEGERI 
JAKARTA BARAT KELAS l A KHUSUS.

Mencabut _ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat Keias i A  Khusus Nomor W10-
U2/244/KP.02/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang 
Penunjukan Tim Reviu Renstra 2020 - 2024, Reviu Rencana 
Kinerja Tahunan (RKT) 2019, Penyusunan Rencana Kinerja
Tahun (RKT) 2020, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) 2019 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
kelas I A  Khusus.



Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran
Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu 
Renstra 2020 - 2024, Reviu Rencana Kinerja Tahunahuan (RKT) 
2019, Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020, 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2019.

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya.

Ditetalkan di Jakarta
Pada 430903! 02 Januari 2019



Lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Keias I Khusus 
Nomor : W10-U2/ 0\ /KP.02.1/1/2019 
Tanggal : 02 Januari 2019

TIM REVIU RENSTRA 2020 - 2024, REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 
2019, PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2020, PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2019 
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

NO.

2.

4.

5.

6 .

7.

8.

9.

10.

11.

NAMA JABATAN JABATAN 
DALAM TIM

Sugiyanto, SH Ketua

Erwin Djong, SH., MH Wakil Ketua

Pembina

Ketua Tim

Tavip Dwiyatmiko, SH., MH Panitera Sekretaris i

Muhammad Akhzan, SH., MH Sekretaris Sekretaris II

Nurhayani, SH., MH Kepala Bagian Umum

Lindawati Serikit, SH., MH Panitera Muda Pidana

Sumardiyanta, SH., MH Panitera Muda Perdata

Koordinator

Anggota

Anggota

Jara Lumban Raja, SH., MH Panitera Muda Hukum Anggota

Yustisia Anas, SE., MH
Kepala Sub Bagian

Tata Usaha
dan Keuangan

Mintartiningsih, SS

Komarudin, SE., M.Si

Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian,

Organisasi 
dan Tataiaksana

Anggota

Anggota

Kepala Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi
dan Pelaporan

Anggota

71124199212 1 001




